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Menirnbang : a.

b.

WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU

MENJADI PERSEROAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU MADANI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka menjarnin terwujr.rdnya

perturnbuhan perekonomian di Kota Pekanbaru

rnaka dipandang penting dan strategis untuk
meningkatkan kedudukan, peran dan fi:ngsi
Perusahaan Perseroan Daeral. Bank Perkreditan

Ral<5zat Pekanbaru Madani rnelalui pengafl'rs

utarnaan kebijakan peningkatan kineq'a pelayanan
jasa keuangan perbankan kepada rnasyarakat dan

aksesibilitas permodalan dari pihak ketiga;

bal.wa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan

ayat (3) Peraturan Pernerintah Nornor 54 tahr.n
2Ol7 tentang Badan Usal.a Milik Daerah. Badan

Usal-a Milik Daerah diteta.pkan dengan Perda serta

terdiri atas Perusahaan umurn Daerah dan

Perusahaan Perseroan Daeral. ;
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c bahwa berdasarkan
dimaksud dalam h
menetapkan Peratur
Badan Hukum

Rakyat Pekanbaru

Perkreditan Rakyat

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Un
Kesatuan Republik

2. Undang-Undang No

Perbankan (L,ernbaran

Tahun 1992 Nornor

Negara Repr.rblik

sebagaimana telah
Undang Nornor 10 T
Republik Indonesia
Tarnbahan Lernbar
Nornor 3790);

3. Undang-Undang No

Dokumen Perusahaan

Indonesia Tahun 1

kmbaran Negara Repu

4. Undang-Undang Norn

Ketenagakeq'aan (Le

Indonesia Tahun 2003

lrrnbaran Negara

5. Undarlg-Undalg No

Ker.angan Negara

Indonesia Tahun 20

Lernbaran Negara Repu

6. Undang-Undang No

Perbendaharaan Ne

Indonesia Nomor 5,

Republik Indonesia N

pertirnbangan sebagaimana

a dan huruf b, perlu
Daerah tentang Perubahan

Terbatas Bank Perkreditan

Men adi Perseroal Daerah Bank

Madani;

ang-Undang Dasar Negara

esia Tallun 1945;

7 Tahun 1992 tentang
Negara Republik Indonesia
31, Tambahan Lernbaran

ndonesia Nornor 3482)

Undane-diubah dengan
1998 (kmbaran Nega

Tahun 1998 Nornor 182,

Negara Republik Indonesia

r 8 Tahun 1997 tentang
(kmbaran Negara Republik
7 Nomor 18, Tarnbahan

lik Indonesia Nomor 363fl;
13 Tahun 2OO3 tentang

aran Negara Republik
Nomor 39, Tarnbahan

blik Indonesia Nornor a2791;

r 17 Tahun 2003 tentang

baran Negara Republik
J Nornor 47, Tambatran

Indonesia Nomor a2aQ;

r 1 Tahun 2004 tentang

(krnbaran Negara Republik
ahan Lembaran Negara

r

2

or 4355;



7. Undang-Undang Nomor 24 Taltlu:n 2OO4 tentang

kmbaga Penjarninan Sirnpanan (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 96,

Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442O), sebagairnana telah diuba-h dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Nornor 4902\;

8. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561;

9. Undang-Undang Nornqr 2l Tahun 20ll tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tal.un 20ll Nomor 111, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5253);

l0.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244' Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagairnala telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lernbaran Negara Repr.rblik Indonesia

Nornor 56791;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang

Barrk Perkreditan Rakyat (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nornor 118, Tambahan

Lernbaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 35Oa);

12. Peraturan Pemerint4h Nomor 12 Tahun 1998

tentang Perusahaarr, Perseroan (PERSERO)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 15, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 3731), sebagaimana telah diubah
3



dengan Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2OO1

(l,ernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41O 1);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengajr.ran dan Pernakaian Nama Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Taht-rn 2011 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52441;'

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7

tentalg Badan Usaha Milik Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2017 Nornor3O5,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 6173);

15. Peratr.ran Pemerintah Nomor 12 Ta-hun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nornor 42,

Tambahan krnbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63221;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Ol9

tentang Investasi Daerah (Lernbaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6385);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubalran Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13

Tallun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahr.n 2O11 Nomor 31O);

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

Pernerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012

Nornor 754); 
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19. Peraturan Menteri H m dan Hak Asasi Manusia

Nomor 4 Tahun 2014

Permohonan Penges

entang Tata Cara Pengajuan

an Badan Hukum dan

Persetujuan Perrb Anggaran Dasar Serta

Pe nyarnpaian Pernberi uan Perubahan Anggaran

Data Perseroal TerbatasDasar dan Perubah
(Berita Negara Tal.un 2

2o.Peraturan Menteri Dal
14 Nomor 392);

2Ol7 tentang Pengelo

Negeri Nomor 94 Tahun
Bank Perkreditan Ra\zat
(Berita Negara Republik

omor 1375);

2l.Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 37 Tahr-rn

20la tentang Pe dan Pemberhentian

Anggota Dewan Pen atau A-nggota Komisaris

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIIAN RAKY/AT DAE]

DAN

Milik Pernerintah Dae

Indonesia Ta-hun 2017

dan Anggota Direksi
(Berita Negara Repu

Nomor 7OO);

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKA]

PERATURAN DAERAH TE

HUKUM PERSEROAN TEF

RAKYAT PEKANBARU MENJA

PERKREDITAN RAKYAT

Badan Usaha Milik Daeral.

Indonesia Tahun 20 18

Bersama

RAH KOTA PEKANBARU

v

Menetapkan NTANG PERUBA}IAN BADAN

LBATAS BANK PERKREDITAN

DI PERSEROAN DAERAH BANK

MADANI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratr-rran Daerah ini yang dimaksud dengal:
1. Daerah adala]l Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekalbaru.
4. Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjr.rtnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakil Rakyat Daerah Kota

tuk Perseroan Terbatas yarrg

atau paling sedikit 51% (lima

Pekanbaru.

5. Perusahaan Perseroal Daerah yang n

modal terbagi atas saham yang sel

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

6. Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani
(Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pernerintah Daerah yang

rnelaksanakan kegiatan usahanya di dang perbankan.

Daerah yang selanjutnya7. Anggaran Pendapatan dan Belanj

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

Kota Pekanbaru ya-ng ditetaPkan d ngan Peratrlran Daerah.

a. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalal. kekayaan daerah dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Rat<5zat Pekanbaru Madani (Perseroda).
g. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintal.

Daerah Kota Pekanbaru beruPa

daerah pada Perseroan Daerah

dan/ atau barang rnilik
Bank Perkreditan Rakyat

Pekanbaru Madani (Perseroda) dengan mendapat hak

kepernilikan untuk diperhitun sebagai rnodal / saharn.

1O. Rapat lJrrrrm Pernegang Sal.am yang selanjutnya disebut RUPS

adalah Rapat lJrrrrrn Pernegang Saham Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Ra\rat Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagai

organ perusatraan perseroan daeratr yang tnernegErng

kekuasaan tertinggi dalarn Pe

rnernegang segala wewenang

Direksi atau Kornisaris.

aan perseroan daerah dan

tidak diseral.kan kepada

a

6
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11. Kornisaris adalah organ Perseroan Daerah Elank Perkreditan

Ralryat Pekanbaru Madani (Perseroda) ya-ng bertugas

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

Direksi dalam rnenjalankan kegiatan perrgurusan Perseroan

Daerah Bank Perkreditan Ralryat Pekanbaru Madani.
12. Komisaris Utarna adalah Kornisaris Utarna PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda).

13. Direksi adalah organ PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang

berwenang dal bertanggung jawab pemrh atas pengurusan PT

BPR Pekanbarr (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT

BPR Pekanbaru (Perseroda), serta mewakili PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda) baik di dalarn rnaupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daeral. atau Anggaran

Dasar.

14. Direktur Utama adalah Direktur IJtarna PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda).

15. Direktur adala]l Direktur PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda).

16. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) .

17. Akta Perubahan adalah Alrta Perubahan PI BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda).

18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) yang sec€rra langsr.ng bertanggung j awab kepada

kantor pusat PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), dengan

alarnat ternpat r.rsal.a yang jelas dirnana Kantor Cabang

tersebut rnelakukan r.lsal.anya.

19. Kantor Kas adalah kantor yang rnelakukan pelayanan kas, tidak
terrnasuk pemberian kredit dalam rangka rnernbantu kantor
induknya, dengan alarnat ternpat r.saha yang jelas di mana

Kantor Kas tersebut rnelakukan usahanya.

20. Penggablrngan adalah perbuatan hukurn yang dilakukan oleh

satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

Perseroan lain yang telah ada yang rnengakibatkan aktiva dan

pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena

hr.rkum kepada Perseroan yang rnenerima penggabungan dan

selanjr:tnya status badan hukum Perseroan yang

rnenggabungkan diri berakhir karena trr-.kurn. 
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21. Peleburan adalah perbuatan hr:kum yang dilakukan oleh dua

Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara

rnendirikan satu Perseroan baru yang karena hukurn
rnernperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang rneleburkan

diri dan sta.tus badan hukurn Perseroan yang meleburkan diri

berakhir karena hukum.
22. Penge:rnbil alihan adalah perbuatan hr.rkurn yang dilakukan oleh

badan hukurn atau orang perseorangarr t ntuk mengarnbil alih

saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengenda-lian

atas Perseroan tersebut.
23. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalal.

lembaga yang independen dan bebas dari carnpur tangan pihak
lain yang rnernpunyai fungsi, tugas dan wewen€rng pengaturan,

pengawasan, perneriksaan dan penyidikan sebagairnana

dirnaksud dalarn Undang-Undalg Nomor 21 Tahun 2Ol1

tentang Otoritas Jasa Keuangan.

24. Kontrak Kinerj a adalah pernyataan kesepakatan dengan

Perseroan yang rnemuat antara lain janji atam pernyataan

anggota Kornisaris dan anggota Direksi untuk mernerrrhi target

yang ditetapkan oleh RUPS.

25. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK

adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan

seseorang untuk menjabat sebagai anggota Kornisaris dan

anggota Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) .

26. Bakal Calon Anggota Kornisaris adalah seseorang yang dengan

sadar mendaftar rnenjadi Calon Anggota Komisaris dal rnengikuti

proses penjaringan.

27. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseor€rng yang dengan sadar

rnendaftar menjadi Calon Direksi dan rnengikuti proses

penjaringan.
28. Calon Anggota Komisaris adalatr nanna-narna yang telah

mengikuti UKK.

29. CaTon Anggota Direksi adalah nzuna-nanna yang telah rnengikuti

UKK.

8



30. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan

seleksi Bakal Calon Anggota Kornisaris dan Bakal Calon anggota

Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.

31. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara

tertulis oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang

memuat syarat-sya-rat keq'a dan tata tertib perusahaan.

32. Peraturan Direksi adala} peraturan yang dibentuk oleh

Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkan

kewenangannya.

33. Perjanjian Kerja Bersarna adalah perjanjian yang merupakan

hasil perundingan antara serikat pekerja / serikat buruh yang

tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan dengan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

mernlr.at syarat-syarat ke{a, hak dan kewajibal kedua belah

pihak.

34. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh

Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) berdasarkal
kewenangannya.

Pasal 2

Maksud perubalran bentuk badan hukurn PT. Bank Perkreditan

Rakyat Pekanbaru menjadi PT. BPR Pekanbaru Madali (Perseroda)

adalah untuk meningkatkan peran dan fi:ngsi Badan Usaha Milik
Daerah dalarn mendorong perturnbuhan perekonornian,

pernerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu surnber

pendapatan daerah dalarn rangka rnewujr.dkan rnasyarakat Kota

Pekanbaru yang rnajr-r, mandiri dan berdaya saing rnelalrri

pelayanan perbankan.

9

BAEI II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagran Kesatu
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Bagian

Ttrjuan

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk badan hu

Rakyat Pekanbaru menjadi PT. BPR

adalah :

a. memberikan rnanfaat bagt

daerah;
b. mernperluas akses keuangan ke

c. rnendorong pembiayaal usaha

berdaya guna sesuai dengan kete

undalgan;
d. rnendirikan BPR dengan prinsiP

baik;dan
e. mernperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

RUANG LING

Pasal 4

Ruang lingkup Peratr.rran Daerah ini

Perubahan Bentuk Badan Httkum
(Perseroda) yang rneliputi:

a. perubahan bentuk badal hukum;
b. narna dan ternpat kedudukan;

c. anggaran dasar

d. maksud dan tujuan;
e. kegiatan usaha;
f. jalgka waktu berdiri;
g. besarnya rnodal dasar;

h. organ dan pegawai;

perenc€rnaan, operasional dan P

an perekonornian

rnasyarakat;
yang efektif, efisien, dan

tuan peraturan perundang-

kelola perusahaan yang

tur ketentuan tentang
BPR Pekanbaru Madani

kum PT. Bank
aru Madani

Perkreditan
(Perseroda)

1

j. tahun buku dan penggunaan laba;

k. kerjasarna;
l. pembinaandanpengawasan;
m. penggabungan, peleburan atau pe bil alihan;

t0



n. pembu.baran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
o. kepailitan;dan
p. produk hukum.

BAB IV

KEBIJAKAN PT. BPR PEKANBARU MADANI (Perseroda)

Pasa-l 5

(1) Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah

dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan.

12) Peiaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan

PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) meliputi :

a. Penyertaan modal;

b. Subsidi;

c. Penugasan;

d. Penggunaan hasil pengelolaan Kekayaaa Daerah Yang Dpisahkan;dan

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan moda1 dan PT. BPR

Pekanbanr Madani (Perseroda).

Pasal 6

(1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah

Yang Dipisahkan pada:

a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukarr sebagai pemilik modal;dart

b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

(2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau

pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan

mengambil keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

a. perubahan anggaran dasar;

b. penga-lihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan

dan/atau penyertaal modal;
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e. penyerta€m modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi

cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggr:naan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran

BUMD;dan

k. jaminan aset be{umlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jurnlah

kekayaan bersih PT. BPR Pekanbaru (Perseroda) dalam I (satu) transaksi

atau lebih;

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan.

(6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan berdasarkan :

a. target kinerja PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);

b. klasiJikasi hasil pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis

bidang usaha;dan

c. laporan keuangan PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)'

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur

dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PET{YESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Bank Perkreditan RalqTat

Pekalbaru Madani (Perseroda) ya-ng didirikan dengan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2OO6

tentang Bank Perkreditan Ralq,rat Kota Pekanbaru,

disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukumnya yang

semula berbentuk Perseroan Terbatas menjadi Perseroan

Daerah Bank Perkreditan Ralq;at Pekanbaru Madani atau

disingkat PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).
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(21 Perubahan bentuk badan hr.rkurn Perseroan Terbatas BPR

Pekanbaru menjadi Pf BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

rnenyeslraikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

(1) Walikota melalui RUPS berwenang untuk memproses

perubahan bentuk Badan Hukurn sebagaimana dirnaksud

dalarn Pasal 5 ayat (1).

(2) Walikota rnelalui pejabat yang ditunjuk mernproses akta
perubahan bentuk badan hr-rkurn PT BPR Pekanbaru

(Perseroda) kepada pej abat yang berwenang sesuai dengan

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Akta perubahan bentuk sebagaimana dirnaksud ayat (2)

rnernuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dal Komisaris

yang pertarna kali serta ketentuan-ketentuan lain yang

berhubungan dengan pendirian Perseroan Daerah'

(4) Perubahan bentuk badan tmkum sebagairnana dimakstld pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

l3

BAEI VI

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

(1) Penrsahaan Perseroan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn

Pasal 7 bernama PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) .

(21 PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagairnana dirnaksud

pada ayat (1) berkedr:dukan dar berkantor pusat di Kota

Pekanbaru.
(3) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagairnana dirnaksud

pada ayat (1) dapat rnengernbangkan usahanya dengan

mernbentuk Kantor Cabang Kas atau Kantor Cabang Pembantu

darr Sistem l,ayanan (Pagment Poin!.



(4) Pernbentukan Kantor sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Kornisaris atas usul Direksi yang selanjl-tnya

dirnintakan izin kepada OJK.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 1O

(1). Anggaran dasar PT BPR Pekanbaru Madani(Perseroda) dinyatakan

dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2). Anggaran dasar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. narna dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

f. jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi

serta hak yang melekat pada setiap saham;

h. nilai nominal setiap saham;

i. nama jabatan dan jumlah anggota kornisaris dan anggota

direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraarl RUPS;

k. tata cara peng€rngkatan, penggantian, pemberhentian anggota

komisaris dan direksi;

l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagral deviden;dan

n. kententuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Pasal 11

(1) Untuk rnencapai maksud dan tujuan sebagaimala dirnaksud

dalarn Pasal 2 dan Pasal 3 PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

melakukan kegiatan usaha meliputi :

a. menghirnpun dana dari pernerintah dan rnasyarakat dalam

bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan,

dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan baik secara

konvensional malrpun syariah ;

b. memberikal kredit terrnasuk kredit usaha ral5zat dan/ atau

kredit usaha ralqrat daerah, serta rnelaksanakan pernbinaan

terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah baik

seczrra konvensional maupun syariah;

c. melakukan kerja sama dengan lernbaga keuangan dan

lembaga lainnya;
d. rnenempatkan dananya pada lernbaga keuangan dan

lembaga lainnya;
e. membantu pemerintah daerah dalarn optimalisasi

penyalr-rran dana untuk prograln dan kegiatan sesuai dengal

ketentuan peraturarr perundalg-undangal;
f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perund€rng-undangan,

(21 Rincian kegiatan usaha PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), dirurnuskan lebih lanjut
dalam Alrta Perubal.an Bentr.rk yang dibuat dihadapan Notaris.

Pasal 12

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu

yang tidak terbatas.

l5
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BAEI X

BESARMA MODAL DASAR

Bagian Pertama

Sumber Modal

Pasal 13

(1) Sumber modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri atas:

a. penyertaan rnodal daerah;

b. pinjaman;
c. hibah;dan
d. surnber modal lainnya.

(2) Penyertaan Modal Daeral. 5sfagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf a dapat bersurnber dari :

a. APBD; dan/ atam

b. Konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

bersumber dari :

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan / atau

c. surnber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(4) Hibah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dapat

bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;

b. Daerah;

c. BUMD lainnya; dan / atau

d. surnber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;

b, keuntungan revaluasi aset; dan

c. ^gro saharn.

(6) Sumber modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peratura-n perundang-undangal.
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Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang bersumber dari
penyertaan rnodal daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) huruf a rnerupakan batas pertanggungjawaban daerah atas

kerugian PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 15

(1) Penyertaarr modal daera-h sebagairnana dimaksud dalarn Pasal

l3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penyertaan rnoda-l daerah kepada PI BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) dilakukan untuk:
a. pendirian;

b. penambahan modal;dan
c. pernbelian saharn pada perusahaan perseroan daerah lain.

(3) Penyertaan rnodal daerah dapat berupa uang dan baralg milik
daerah.

(4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riii pada saat

barang milik daerah dijadikan penyertaan rnodal.

(5) Nilai riil sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) diperoleh dengan

melakukan penafsiran harga barang rnilik daerah sesuai dengal
ketentuan peratura.rr perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penyertaan rnodal daerah dalarn rangka perubahan bentuk PT

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditujukan untuk mernenuhi

rnodal dasar dan modal disetor.

(2) Besaran modal dan penggunaannya sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentr.ran peraturan perundang-

undangan.
(3) Dalarn hal pernerintah daerah akan rnenarnbah jurnlah

penyertaan modal melebihi jurnlah penyertaan rnodal yang

telah ditetapkan dalarn Peratura-rr Daerah tentang penyertaan

rnodal, dilakukan perubahan Peraturan Daeral. tentang
penyertaan rnodal yang berkenaan. 
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Pasal 17

(1) Penyertaan modal daerah dalarn rangka penambahan modal PT

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dilakukan untuk:
a, pengernbangzrnt satra;

b. penguatan struktur perrnodalan;dan

c. penugasan Pemerintah Daerah.

(21 Penyertaan rnodal daerah untuk penambahan rnodal PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh

Pernerintah Daeral" dan tersedianya rencana bisnis.

Bagian Ketiga

Pengurangan Modal Daerah

Pasal 18

(1) Pengurangan modal Daerah pada PT. BPR Pekanbaru Madani
(Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak rnenyebabkan

kepemilikan saharn dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh

daerah.
(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 517. (lima

puluh satu persen) sebagaimana dmaksud pada ayat (1),

Pernerintatr Daerah harus mernperhatikan pengatlran rnodal

dasar dan rnodal disetor pada anggaran dasar.

(3) Pengurangan kepemilikan satrarn sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat terj adi karena divestasi dan/atau dih.rsi.

(4) Pengurangan kepernilikan saharn karena divestasi dan/atau
dilusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) pada PT. BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) diprioritaskan untuk diarnbil alih

oleh Daerah lain dan/ atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat

Perubahal Penyertaan Modal Daeral"

Pasal 19

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal yarrg mengatur

mengenai pengelolaan keuangan Daerah. 
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Bagian Kelima

Pinjamarr

Pasal 20

(1) PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat melakukan pinjaman

sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan

ketentual peraturan perundang-undangan.

Bagran Keenam

Hibah

(1)

(2)

Pasal 2 1

PT. BPR Pekanbaru Madani (perseroda) dapat menerima hibah.

Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan

ketentual peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal 22

Dalarn hal surnber rnodal berasal dari sumber rnodal lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayaf Q\ huruf a, huruf b dan

huruf c diputuskan oleh RUPS.

Bagral Kedelapan

Besarnya Modal

Pasal 23

(1) Modal dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri dari

seh-nltr nilai norninal saharrl

(21 Modal dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ditetapkan

sebesar Rp 5O.OOO.OOO.OOO,OO (lirna puluh rniliar rupiah).

(3) Modal dasar sebagaimana dirnaksr:d dalam ayat (1) bersurnber

dari penyertaan rnodal daeral. oleh Pernerintah Daerah.
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(4\ Modal diternpatkan dan rnodal disetor PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar

25%o (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.

(5) Modal PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terbagi dalarn

saharn yang seluruhnya atau paling sedikit 517o(lirna plrluh satu

perseratus) sal.amnya dirniliki oleh Pernerintah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubatran modal

sebagairnana ayat (4) diatur dalarn Peraturan Daerah

tersendiri.

Bagan Kesembilan

Kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

Pasal24

(1) Kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana

dirnaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah nilai seluruh kekayaan

PT BPR Pekanbaru Madani saat perubahan bentuk badan

hukurn.
(21 Nilai seluruh kekayaan sebagairnana dimaksud ayat (1)

dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diar.rdit oleh

Akuntan Publik terdaftar.
(3) Apabila setelal- perubahan bentuk badan hukurn ada pihak lain

yang akan rnenyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan PT

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagairnana dirnaksud ayat (1)

harus dilakukan penilaian kembali.
(41 Walikota melaporkan hasil penilaian sebagairnana dirnaksud

ayat (3) kepada Menteri Dalarn Negeri sesr.rai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BABxI
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagran Pertama

Organ

Pasal 25

Organ PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) terdiri atas :

a. RUPS;

b. Kornisaris;dan
c. Direksi.

Pasal 26

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Pekanbaru Madali (Perseroda)

dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis

lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul

karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

(1)

PaseJ 27

RUPS rnempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Kornisaris, dalam batas yang ditentukan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atant Anggaran

Dasar.
RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Lrrar Biasa

RUPS tahunan wajib diadakan da-larn jangka waktu paling

larnbat 6 (enarn) bulan setelah tahun buku beraktrir.

RUPS Lrrar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan

kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Ketentuan mengenai penetapan ternpat dan tata cara
penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalarn

Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

(2t

(3)

(4)

(s)

2l



Pasal 28
(1) walikota mewakili daerah selaku pemegang saham pr BpR

Pekanbaru Madani (perseroda) didalam RUPS.
(21 walikota rnewakili pernerintatr Daerah dalam kepemilikan

kekaya.an daerah yang dipisahkan pada pT BpR pekanbaru
Madani (Perseroda) dal mempunyai kewenangan mengambil
keputusan.

(3) Kewenangan mengarnbil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilirnpahkan kepada pirnpinan perangkat
daerah melalui:
a. kewenangan rnandat, untuk kebijakan terkait:

1) perubahan Anggaran Dasar;
2) pengalihan aset tetap;
3) ke4'asarna;

4) investasi, pernbiayaan, pembentukan anak perusahaan
dan/ atarr penyertaaan rnodal

5) perryertaan modal Pernerintah Daerah bersumber dari
rnodal kapitalisasi cadangan, ker.rntungan revaluasi aset,

dan agiosaharn;

6) pengangkatan da-n pemberhentian Komisaris dan
Direksi;

7l penghasilan Kornisaris dan Direksi;
8) penetapan besaran penggr.rnaan laba;
9) pengesahan laporan tahunan;
10)penggabungzrn, pernisa}.an, peleburan, pengarnbil

alihan, dan pernbubaran; dan
11) j arninan aset berjumlal. lebih dari 5O% (lirna puluh

persen) dari jumlah kekayaan bersih Pf BPR Pekanbaru
Madani (Perseroda) dalarn 1 (satu) transaksi atau lebih.

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain
sebagairnana dirnaksud dalam hr,rruf a, dengan tetap
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 29

Walikota tidak bertanggungjawab atas kerugian PT BpR pekanbaru
Madani (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

a. tidak rnernpunyai kepentingan pribadi baik langsr,rng rnanrpurr
tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan rnelawan hukum yang
dilakukan oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);

dan/atanr
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

rnenggunakan kekayaan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

secara rnelawan hukurn.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut rnengenai RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai
Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 3 1

(1) Kornisaris rnelakukan pengawasan atas kebij akan pengurusan,
jalannya pengurusan pada rrmumnya, baik rnengenai PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) rnaupun usaha PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) dan rnemberi nasil"at kepada
Direksi.

(21 Pengawasan dan pernberian nasitrat sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) dilakukan r.rntuk kepentingan PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda) dan sesuai dengan rnaksud dan tujuan PT

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 32

Anggota Kornisaris diangkat oleh RUPS.
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Pasal 33

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan
kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara
Pernerintahan Daeral. sebagai pernegang saharn terbesar.

(21 Penyerahan kepada Walikota sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk rnelaksanakan seleksi anggota Kornisaris
yang rnasa j abatannya berakhir dan/atau dalam ha1 terl'adi
kekosongan jabatan.

(3) Penyeral"an sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berakhir pada
saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 34

Proses pernilihan anggota Kornisaris dilakukan rnelalui seleksi.
Seleksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit
melalui tahapan:
a. seleksiadministrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

(1)

(2)

Pasal 35

Panitia seleksi arlggota Kornisaris ditetapkan dengan Keputusan
Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perunda-ng-

undangan.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai Kornisaris, harus rnernenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. rnerniliki keahlial, integritas, kepemirnpinan, pengalarnan, jujur,

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk mem4ilrkan dan

mengembangkan perusahaan;

c. kornpetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. mematrarni penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f. rnernaharni manajemen perrsahaan yang berkaitan dengan salah

satu firngsi manajernen;

g. rnenyediakan waktu yang cukup untuk rnelaksanakan tugasnya; 
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h. berijazah paling rendah S- 1(strata satu);

i. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar
pertarna kali;

J. tidak pernah dinyatakan pailit;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

l. tidak sedang rnenjalani sanksi pidana;dan
m. tidak sedang rnenjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah

atau calon Wakil Kepala Daerah dan/ atarr calon anggota legislatif.

Pasal 37

(1) Persyaratan integritas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (l) huruf b rneliputi:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki kornitrnen untuk rnernatuhi ketentuarr peraturan

perundang-undangan;
c. rnerniliki kornitrnen yang tinggl terhadap pengernbangan

operasional BPR yang sehat;dan

d. tidak termasuk dalarn Daftar Tidak Lrrlus.

(21 Persyaratan kompetensi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 28

ayat (1) huruf c rneliputi:
a. merniliki pengetal-uan di bidang perbankan yang rnernadai

dan releval dengal jabatannya;

b. merniliki pengalarnan di bidang perbankan dan/atarr lernbaga
jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua)

tahun;dan
c. rnerniliki sertifrkat kelulusan dan sertifrkat kornpetensi keq'a

yang masih berlaku dari kmbaga Sertifikasi Profesi, pada

saat diajukan sebagai calon anggota Korrrisaris.

(3) Dalam hal pengalarnan dibidang perbankan sebagairnana

dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terperurhi, tetapi terdapat
lebih besar atau sarna dengan 50% (lirna pr.luh perseratus) dari

jurnlah arrgqota Kornisaris yang rnerniliki pengalaman dibidang
perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat merniliki
pengalarnan bidang lainnya.
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(4) Persyaratan reputasi keu.angan sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf d rneliputi:
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau rnenjadi anggota

Kornisaris yang dinyatakan bersalah rnenyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lirna) tahun
sebelum dicalonkan.

Pasal 38

(1) Anggota. Kornisaris dapat terdiri dari u.nsur independen dan

unsur lainnya sesr.rai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2\ IJnsur independen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), terdiri

atas:

a. anggota Dewan Pengawas atau a-nggota Komisaris Badan
Usal"a Milik Daerah lain dan/ atarr anggota Dewal Pengawas

atau anggota Kornisaris Badan Usaha Milik Daerah yang

telah menyelesaikan rnasa jabatannya;

b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

c. rnantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;atau
d. eksternal Badan Usal.a Milik Daerah selain tersebut dalarn

huruf a,hr.rruf b dan huruf c.

(3) IJnsur independen sebagairnana dirnaksud pada ayat 12),

rnerupakan anggota. Komisaris yang tidak ada tmbr.rngarr

keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupurr
pemega-ng saharn.

(4) lJnsur lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat

terdiri atas pejabat Pernerintah Pusat dan pejabat Pernerintah

Daerah yang tidak bertugas rnelaksanakan pelayanan publik.
(5) Pej abat Pernerintatr Pusat dan pejabat Pernerintah Daerah

sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat

yang melakukan evalrasi, pembinaan dan pengawasan Badan

Usaha Milik Daerah.
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(6) Pelayanan publik sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (4)

rnerupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalarn rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga neg€rra

dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
adrninistratif yang disediakan oleh penyelengg€rra pelayanan
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

Pasal 39

Jurnlal- anggota Kornisaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jumlah anggota Kornisaris ditetapkan oleh RUPS.

Jurnlal: anggota Kornisaris paling banyak sarna dengan jumlah
Direksi.
Dalam hal anggota Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota,

1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai ketua
rnerangkap anggota Kornisaris.
Dalarn hal anggota Kornisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang
anggota, l(satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai

Komisaris Utarna.

Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) darr ayat (21 dilakukan berdasarkan asas efisiensi
dan efektiwitas keputusan, pengawasan dan pernbiayaan bagi

kepentingan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 4O

(1) Anggota Kornisaris ditetapkan dengan kornposisi:
a. Jika jurnlah anggota Kornisaris sebanyak 1 (satu) or€rng,

berasal dari pejabat Pernerintah Daerah;

b. Jika jurnlah anggota Kornisaris sebanyak 2 (dua) orang

terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pernerintah Daerah dan 1

(satu) orang rlnsllr independen.
c. Jika jurnlah anggota Kornisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri

atas 1 (satu) orang pej abat Pemerintal. Daerah dan 2 (dua)

orang unsur independen.
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d. Jika jurnlah anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang
terdiri atas I (satu) orang pejabat Pernerintah Pusat, 1 (satu)

orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur
independen;

e. Jika jurnlah anggota Kornisaris sebanyak 5 (lirna) orang
terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pernerintah Pusat, 1

(satu) orang pej abat Pernerintal. Daerah dan 3 (tiga) orang
unsur independen.

12) Ketentuan pengisian jabatan Kornisaris yang berasal dari
pejabat Pernerintah Daeral. sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, huruf b , truruf c, huruf d dan huruf e dan pejabat
Pernerintah Pusat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf
d dan hr.rruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 1

(1) Walikota rnenyerahkan calon anggota Kornisaris terpilih
kepada RUPS.

(21 RUPS rnengajukan calon anggota Kornisaris kepada OJK paling
larna 90 (sembilan puluh) hari sebelurn rnasa jabatan anggota

Kornisaris yang lama berakhir.
(3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-r.ndangan.
(4\ Calon anggota Kornisa:-is terpilih rnelakukan

penandatanganan kontrak kinerj a sebelum diangkat sebagai

anggota Kornisaris.
(5) Selain rnenandatangani kontrak kinerja sebagairnana

dimaksr.rd pada ayat (4), calon anggota Komisaris terpilih
rnenandatangard surat pernyataan yang berisi kesanggupan
untrrk menj alankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan
sewaktu-waktu dal tidak akan menggugat atau rnengajukan
proses hukurn setrubr:ngan dengan pernberhentian tersebr.rt.

Pasal 42

Pengangkatan calon anggota Kornisaris terpilih dilakukan dengan

keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
rrndangan. 
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Pasal 43

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris

disarnpaikan kepada OJK dengan ternbusan kepada Menteri Dalarn

Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Ker..rangan Daerah paling
larna 1O (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 44

(1) Pengangkatan anggota Kornisaris tidak bersarnaan waktunya
dengan pengangkatan anggota Direksi, kecr.rali r.ntuk
pengangkatan pertarna kali pada saat pendirian.

(2) Pengangkatan anggota Kornisaris sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1), dirnaksudkan untuk rnenghindari teq'adinya

kekosongan kepengurusan PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda).

Pasal 45

(1) Anggota Kornisaris diangkat untuk rnasa j abatan paling larna 4

(empat) tal.r.n dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali

rnas a jabatan.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagairnana dirnaksud dalarn

Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatal kembali anggota

Kornisaris yang dinilai rnarnpu rnelaksanakan tugas dengan baik

selama masa j abatannya.
(3) Penilaian kernampuan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit terhadap:
a. pelaksanaan pengawas€rn PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda)

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) ;

c. penerapzrn tata kelola perusa.l.aan yang baik;

d. antisipasi dan/ atarr minirnalisasi terjadinya

kecurangan;dan
e. pemerrrharr target dalarn kontrak kinerja.

(4) Dalarn melakukal penilaian kernampuan tugas sebagaimana

yang dirnaksud pada ayat (3) berdasarkan dokurnen paling

serlikit terdiri atas: 
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a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan Ernggerr€rn PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda);

c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan;

e. kontrak kineq'a;dan
f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Kornisaris diangkat kernbali, ar.ggota
Kornisaris wajib rnenandatangani kontrak kinerl'a.

(6) Penandatang€rnan kontrak kinerj a sebagairnana dirnaksr-rd pada
ayat (5) dilakukan sebelurn pengangkatan kernba-li sebagai

anggota Kornisaris.

Pasal 46

(1) Anggota Kornisaris dilarang rnempunyai hubungan keluarga
dengan:
a. anggota Kornisaris lainnya dalarn hubungan sebagai orang

tua termasuk mertua, anak, menantu, samdara kandung,
ipar dan suarni/istri; dan

b. anggota Direksi dalarn hr.bungan sebagai orang tua, anak
dan suarni/istri, rnertua, rnenantu dan samdara kandung.

(2\ Anggota Kornisaris dilarang rnernpunyai kepentingan pribadi
langsung atau tidak langsung pada PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda).

(3) Anggota Komisaris dilarang mernpunyai kepentingan pribadi
langsung atau tidak langsung pada badan tmkum atau

perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Pekanbaru Madani
(Perseroda).

Pasal 47

(1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai

Kornisaris paling banyak 2 (dua)BPR lain atam BPR Syariah.

(21 Walikota dan \Vakil Walikota dilarang rnenjabat sebagai

Komisaris.
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Pasal 48

(1) Anggota Kornisaris dilarang rnernangku lebih dari 2 (dua)
jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

12) Pelanggaran ketentua-n 5sbagairnana dirnaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi adrninistratif berupa diberhentikal sewaktu-
waktu dari j abatan sebagai anggota Kornisaris.

(3) Dalarn hal ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS paling larna 20 (dr.a puluh) hari keq'a

sejak yang bersangkutan diangkat rnernangku j abatan baru
sebagai anggota Kornisaris, sernua jabatan yang bersangkutan
sebagai anggota Kornisaris dinyatakan berakhir.

Pasa1 49

(1) Anggota Kornisaris dilarang rnernangku jabatan rangkap

sebagai:

a. anggota Direksi pada Eladan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Negara dan/ atam Badan Usaha Milik
Swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atarr

c. pejabat lain yang dapat rnenimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l)
dikenai sanksi adrninistratif berupa diberhentikan sewaktu-

waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
(3) Dalarn hal ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak

dilaksanakan oleh RUPS palinC Talrta 20 (dua puluh) hari kerja
sejak yang bersangkutan diangkat rnernangku jabatan baru
sebagai anggota Kornisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai

anggota Kornisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 5O

(1) Komisaris bertugas:
a. rnelakukan pengawasErrr terhadap PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda);dan

b. mengawasi dan rnemberi nasihat kepada Direksi
rnenjalankan pengr.rruszrn PI BPR Pekanbaru

(Perseroda)

dalam
Madani
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(2) Pengawasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a
untuk:
a. mernastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang

baik; dan
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil

perneriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lernbaga
pemeriksa lainnya.

(3) Kornisaris wajib:
a. melaporkan hasil pengawasurn kepada RUPS; dan
b. rnernbuat dan rnernelihara risalah rapat.

(4) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaf<ukan
secara:

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telatr ditentukan; dan
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5 I
Kornisaris rnernpunyai wewenzrng antara lain:
a. rneneliti rencana strategis bisnis (corporate plan| rencanta kerja

tahunan dan anggaran PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

sebelum diserahkan kepada RUPS untuk rnendapatkan
pengesahan;

b. rneneliti neraca dan laporan laba rugi yang disarnpaikan Direksi
untuk rnendapat pengesahan RUPS;

c. rnernberikan pertirnbanga ndan saran, dirninta atau tidak diminta
kepada RUPS untuk perbaikan dan pengernbangan PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda);

d. rnenilai kinerja Direksi dalarn rnengelola PT BPR Pekanbaru
Madani (Perseroda);

e. rnerninta keterangan Direksi mengenai hal-ha1 yang

berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) ;

f. mengusulkan pengangkatan, pernberhentian sernentara,

rehabilitasi dan pernberhentian anggota Direksi kepada RUPS;

dan
g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan

tugas tertentu.
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Pasal 52

(1) Kornisaris dalarn rnelaksanakan tugas, dal wewen ang
bertanggung jawab kepada RUPS.

(21 Pertanggungjawaban Kornisaris dilakukan secara tertulis yang
ditandatangani oleh Kornisaris Utarna dan anggota Kornisaris.

Pasal 53

Kornisaris rwajib rnernberika.rr laporan secara berkala kepada RUPS

dan OJK seternpat rnengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit
sekali dalarn 6 (enarn) bulan dan ternbusannya disarnpaikan kepada
Menteri Dalarn Negeri.

Pasal 54

(1) Anggota Kornisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab

rnenjalanka-n tugas untuk kepentingan PT BPR Pekanbaru
Madani (Perseroda).

12) Setiap anggota Kornisaris bertanggung jawab pentrh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
rnenjalankan tugasnya.

Pasal 55

Jabatan arrggota Kornisaris berakhir apabila:
a. rneninggal dunia;
b. rnasa jabatannya berakhir; dan/atam

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

(1) Dalarn hal jabatan anggota Kornisaris berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagairnana dimaksr.rd dalarn Pasal 55

huruf b, anggota Kornisaris wajib menyampaikan laporan
pengawasan tugas aktrir rnasa jabatan paling larna 3 (tiga)

bulan sebelurn berakhir rnasa jabatannya.

(2) Anggota Kornisaris sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (1) wajib
rnelaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasa-rr yang belr-rm

dilaporkan paling lama l(satu)bulan setelah berakhir masa
jabatannya.
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(3) Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan
sebagairnana dimaksud pada ayat (l) sebagai dasar
pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atam

rnernberhentikan anggota Kornisaris.
(41 Laporan pengurusan tlrgas akhir rnasa jabatan anggota

Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil arrdit dengan tujuan tertentu atau amdit tal.unan
dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan.

(5) Dalarn hal teq'adi kekosongan jabatan seh.rruh a-nggota

Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh

RUPS,

Pasal 57

(1) Da1am hal j abatan anggota Kornisaris berakhir karena
diberhentikal sewaktu-waktu sebagaimana dimaksr.rd dalam
Pasal 55 huruf c, pernberhentian dimaksud wajib disertai
alasan pernberhentian.

(2) Pernberhentian anggota Kornisaris sebagairnana dirnaksr.rd

pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan
inforrnasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota

Komisaris yang bersangkutan:
a. tidak dapat rnelaksanakan tugas;
b. tidak rnelaksanakan ketentuan peratura-n

perundang-undangan dan/ atarr ketentuan Anggaran Dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang rnengakibatkan

kerugianpada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), negara

dan/ atau daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan trr'kum tetap;
e. rnengundurkan diri;
f. tidak lagi rnernenr.rhi persyaratan sebagai anggota Kornisaris

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-r.rndangan ;

dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalarn hal adanya perubahan kebij akan

Pernerintal. Kota Pekanbanr, seperti restrukturisasi,
likuidasi, akuisisi dan pernbubaran Pf BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda). 
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(1)

(2t

(1)

(2)

Pasal 58

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

RUPS mengatur teknis pelaksanaan pernberhentian
5sfagairnana dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit rnernrlat
rnateri:
a. usulan pengl.ndr. ran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pernberhentian; dan
c. tata cara pernberhentian.

Pasal 59

Penghasilan anggota Kornisaris ditetapkanoleh RUPS.

Penghasilan anggota Komisaris sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. honorarium;
b. tunj angan; fasilitas; dan/ atam

c. tantiern atau insentif kineq'a.

Pasal 6O

(1) Kornisaris diberikan honorarir-rm:

a. Komisaris Utarna, paling banyak 4U/o (empat puluh
perseratus) dari penghasilan Direktur Utarna; dan

b. Anggota Kornisaris, paling banyak aOVo (delapan puluh
perseratus) dari honorarium Komisaris Utama.

(21 Kornisaris diberikan tunjangan:
a. tunj angan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan

sesuai dengan kemampuan PT BPR Pekanbaru Madani
(Perseroda).

(3) Dalarn hal Kornisaris telah rnendapatkan tunjangan kesehatan

dari lernbaga lainnya akibat dari jabatannya rnaka Kornisaris

tidak rnendapatkan tunjangan ssbagairnana dirnaksud pada

ayat (2)huruf b.

(4) Anggota Kornisaris dapat diberikan uang tantiem yang

besarnya paling banyak 4U/o (ernpat pr:luh persen) dari yang

diterirna oleh Direktur Utama. 
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(5) Anggota Kornisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
(6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh

dari laba sebelum dipotong paj*, setelah diaudit dari tahun
sebelrrrn akhir rnasa jabatannya paling banyak 4O%o (ernpat
puluh perseratr.s) dari yang diterirna oleh anggota Direksi
dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

(7) Anggota Kornisaris yang diberhentikan dengan horrnat sebeh.rrn

rnasa jabatannya berakhir, rnendapat jasa pengabdian dengan
syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu)

tahun.
(8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dirnaksud pada

ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi
rnasa jabatan yang ditentukan.

(9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang
tantiem mernperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,
efrsiensi, efektivitas, kepatr.rtan, kerwajaran dal rasionalitas serta
sesuai dengan kernarnpuan PT BPR Pekanbanr Madani (Perseroda).

(10) Penghasilan honorariurn Kornisaris diatur dalam Anggaran

Dasar PTBPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 61

(1) Kornisaris dapat rnengangkat seorang sekretaris yang dibiayai
oleh PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

(21 T\rgas sekretaris sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) untuk
rnernbantu kelancaran pelaksanaan tugas Kornisaris.

Pasal 62

Biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan tugas anggota

Kornisaris dibebankan kepada PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) dan dirnuat dalam rencana kerja dan anggaran PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda).

Pasal 63

Keputusan Kornisaris diarnbil dalarn rapat Kornisaris.

Komisaris rnelakukan rapat dalarn pengernbangan usaha dan

pengelolaan PT BPR Pekanbaru Madarri (Perseroda). 
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(3) Rapat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda); dan
c. rapat luar biasa.

(4) Rapat tahr.rnan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dapat diselenggarakan :

a. paling sedikit 4 (ernpat) kali dalarn 1 (satu) tahun atas
undangan Kornisaris Utarna; atam

b. sewaktu-waktu atas undangan Kornisaris Utarna atau atas

perrnintaan Direksi.
(5) Dalarn keadaan tertentu, keputusan Kornisaris dapat pula

diarnbil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota
Kornisaris setuju tentang cara dan rnateri yang dipr.rtuskan.

(6) Dalarn setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi
ha-l yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila

terdapat pernyataan ketidak setujuan a-nggota Kornisaris.

Bagran Keempat

Direksi

Pasal 64

(1) Direksi rnenj alankan pengurusan PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) untrlk kepentingan Pf BPR Pekanbaru Madani
(Perseroda) dan sesuai dengan rnaksud dan tujuan Pf BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda).

(21 Direksi berwenang rnenjalankan pengurLrs€rn sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang

dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atam Anggaran

Dasar.

Pasal 65

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda).
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(2) Pengurusan oleh Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

dilaksanakan sesr.ai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perseroErn terbatas.

Pasal 66

(1) Direksi pada PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)diangkat

oleh RUPS; dan
(2) Jurnlah anggota Direksi PT. BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 67

(1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS rnenyerahkan
kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara

Pernerintahan Daerah sebagai pernegang saharn terbesar.

(2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dirnaksr. d pada ayat

(1) dilakukan untuk rnelaksanakan seleksi anggota Direksi yang
rnasa jabatannya berakhir dan / atau dalarn hal terl'adi

kekosongan jabatan.
(3) Penyeral.an sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berakhir pada

saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 68

(1) Proses pernilihan anegota Direksi dilakukan rnelalui seleksi.

(21 Seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit
melalui tahapan:
a. seleksi adrninistrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

Pasal 69

Panitia seleksi anggota Direksidi tetapkan dengan Keputusan

Walikota dengan berpedoman pada ketentu.an peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7O

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus rnernemrhi syarat sebagai berikut:
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a. sehat jasrnarf dan rohani;
b. merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

jujur, perilaku yang baik dart dedikasi yang tinggi unttrk
rnemajukan dan rnengernb angkan perusal. aan;

c. kornpetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. rnernaharni penyelenggaraan Pemerintahan Daeral" ;

f. mernaharni rnanajernen perusahaa.n yang berkaitan dengan

salah satu fungsi rnanajemen;
g. memiliki pengetaluan yang memadai dibidang usaha

perusal. aan;

h. menyediakan waktu yang cukup untuk rnelaksanakan
tugasnya;

I. berqazah paling rendah S-1 (strata satu);
j. pengalaman keq'a rninimal 5 (lirna) tatnn di bidang manajerial

perusahaan berbadan hukum dal pernah memirnpin tirn;
k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling

tinggi 55 (lirna puluh lirna) tallun pada saat rnendaftar pertarna

kali;
1. tidak pernatr menjadi a-rrggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Kornisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usal.a
yang dipirnpin dinyatakan pailit;

m. tidak pernah dil-ukurn karena rnelakukan tindak pidana yang

rnerugikan keuangan negara atau ker.angan daerah;

n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;dan
o. tidak sedang rnenjadi pengurus partai politik, calon Kepala

Daerah atau calon Wakil Kepala Daerahdan/ atam calon anggota

legislatif.

Pasal 71

(1) Persyaratan integritas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 70

huruf b rneliputi:
a. memiliki alhlak dan moral yang baik;
b. rnemiliki komitmen untuk rnematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan;
c. rnerniliki kornitmen yang tinggi terhadap pengernbangan

operasional BPR yang sehat; dan
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d. tidak terrnasuk dalarn Daftar Tidak Lrrlus.
(2) Persyaratan kompetensi ssfoqgaimana dirnaksud dalam Pasal

70 huruf c meliputi:
a. rnerniliki pengetahuan di bidang perbankan yang rnernadai

dal relevan dengan jabatannya;
b. memiliki pengalarnan dan keahlian di bidang perbankan

dan/atau lernbagajasa keuangan non perbankan paling
sedikit 2(dua) tat.un;

c. memiliki kernarnpuan untuk rnelakukan pengelolaan

strategis dalam rangka pengernbangan PT BPR Pekanbaru

(Perseroda) yang sehat; dan
d. rnemiliki sertifrkat kelulusan yang rnasih berlaku yang

dikeluarkan oleh kmbaga Sertifikasi Profesi.

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 70 huruf d rneliputi:
a. tidak terrnasuk dalam daftar kredit rnacet; dan
b. tidak pernal. dinyatakan pailit atau rnenjadi anggota Direksi

yang dinyatakan bersalal. rnenyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit, dalarn waktu 5 (lirna) tahun sebelurn

dicalonkan.

Pasal 72

Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Jurnlah anglsota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit l(satu) orang dan paling banyak 5 (lirna) or€rng.

Penentuan jumlal. anggota Direksi sebagairnana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efrsiensi dan
efektivitas penguruszrn PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

(41 Direktur utarna diangkat darisalah satu

sebagaimana dirnaksr.d pada ayat (4).

anggota Direksi

(1)

(2)

(3)

Pasal 73

Walikota menyerahkal calon anggota Direksi terpilih kepada

RUPS.

(1)
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(2\ RUPS mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK
disarnpaikan paling lama 9O (sembilan puluh) hari sebeh.rrn rnasa
jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

(3) Tata cara pengajual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Calon anggota Direksi terpilih rnelakukan penanda tanganan
kontrak kinerja sebelum diangkat s ebagai anggota Direksi.

(5) Selain rnenandatangani kontrak kinerja sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2),, calon anggota Direksi terpilih
rnenandatangani surat pernyataan yalg berisi kesanggupan

untuk rnenjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan
sewaktu-waktu atau tidak rnengajukan proses hukurn
sehubungan dengan pernberhentian tersebr,rt.

Pasal 74

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengal
Keputr-rsan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 75

Keputusal RUPS rnengenai pengangkatan arrggota Direksi

disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalarn

Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling

lama 10 (sepuluh) hari setelah ditanda tangani.

Pasal 76

Anggota Direksi dilantik dan diarnbil sumpah jabatan oleh RUPS.

Pelantikan dal pengarnbilal sumpah jabatan sebagairnana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari

sejak Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi.

(D

(21

4t

Pasal 77

(1) Ketentr.ran rnengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 68 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota

Direksi yang dinilaj marnpu melaksanal<an tugas dengan baik

selama rnasa j abatannya.



(2) Penilaian kemampttan tugas se almana dirnaksud pada ayat

(1) paling sedikit memenuhi kriteria
a. melampaui ta-rget realisasi t

Rencana Keq'adan Anggaran
(Perseroda);

b. meningkatnya opini amditatas orar keuangan perusahaan
atau rnzunpu rrrernpe

Pengecualian;
opini Wajar Tanpa

c. selr'ruh hasil pengawasan s ah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan -undangan; dan

d. terpemrhinya target dalarn kon ak kinerja.
(3) Dalarn rnelakukan penilaian ke

yang dirnaksr-rd pada ayat (2)

sedikit terdiri atas:
a. rencErna bisnis;

uan tugas s ebagairnana
asarkan dokurnen paling

b, rencana kerja dan €rngg€rran

(Perseroda);

c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan;dan

e. kontrak kinerja.
(4) Dalarn hal anggota Direksi d t kernbali, a-nggota Direksi

waj ib rnenandatangani kontrak a

(5) Penandatanganan kontrak kineq'a bagaimana dirnaksud pada

ayat (4) dilakukan sebelum p
anggota Direksi.

gkatan kernbali sebagai

Pasal 78

Pengangkatan kernbali anggota Dire sebagairnana dirnaksud

encana bisnis serta

Pekanbaru Madani

PT BPR Pekanbaru Madani

dalam Pasal 69 ayat (1) tidak
pengangkatan anggota Kornisaris,
pertarna kali pada saat pendirian.

Pasal 79

(1) Anggota Direksi diangkat untuk

waktunya dengan
tuk pengangkatanlln

a jabatan paling larna 5

kembali untuk 1(satu) kali(lirna) tahun dan dapat diangkat
masa jabatan kecuali:
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a. ditentukan lain sesuai d
perundang-r:.ndangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi
dan/atau prestasi yang sanga
masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan pres

sebagaiman ayang dimaksud pada
memenuhi kriteria:
a. rnelarnpaui target

rencana kerja dan

(Perseroda);

b. opini an'dit atas laporan
W4iar Tanpa Pengecr-ralian s

tr,rrut diakhir periode kepernirn

c. seluruh hasil pengawasan s

dengan ketentuan peraturan p

d. terpenuhinya target dalam kon
(seratus perseratr-s) selarna 2 (

Pasal 8O

(1) Direksi dilarang mempunyai hubun
a. anggota Kornisaris dalam hu

termasuk rnertua, anak termas

termasuk ipar, dan suami/istri; d

b. anggota Direksi lainnya dalarn

anak dan suami/ istri,

kandung.
(2) Direksi dilarang rnempunyai kepen

tidak langsung pada PT BPR

Badan/ Perorangan
Madani (Perseroda).

(1) Anggota Direksi dilarang
a. a-nggota Direksipada Badan U

Usal.a Milik Negaradan Badan Us a Milik Swasta;

43

ketentuan peraturan

emiliki keahlian khusus
baik,dapat diangkat untuk

i yang sangat baik
ayat (1) huruf b paling sedikit

realisasi p rencana bisnis serta
angg€rr€rn BPR Pekanbaru Madani

gan perusahaan rninirnal
3 (tiga) tahun berturut-

ditindaklanjuti sesuai

dang-undangan; dan
kinerja sebesar 1OO%o

) periode kepernirnpinan.

keluarga dengan:

sebagai orurng tua
rnenantu, san.dara kandung

IN

bungan sebagai orang tua,

, rnenantu dan saudara

pribadi langsung atau

Madani (Perseroda) atau

yang diberi t oleh PT BPR Pekanbaru

Pasal 81

j abatan ralgkap sebagai:

a Milik Daerah lain, Badan



Pasal 82

(1) Direksi rnernpunyai tugas:

a. rnelaksarlakan manajemen PT

(Perseroda) rneliputi:
1) men;rusun perencanaan;

2) pengurusan/pengelolaal;dan

b. jabatan lainnya sesr.rai d
peraturan perundang-undangan

c. jabatan lain yalg dapat menim
(21 Pelanggaran ketentuan seb

dikenai sanksi adrninistratif be

waktudari jabatan sebagai anggota
(3) Dalam hal ketentuan sebagairnana

dilaksanakan oleh RUPS paling

sejak yang bersangkutan diangkat
sebagai anggota Direksi, jabatan
anggota Direksi dinyatakan ber

3) pengawasan kegiatan operasi

b. menetapkan kebijakan untuk
dan pengelolaan PT BPR

berdasarkan kebijaksanaal
Kornisaris;

c. menJrusundan me nyarnp aikan
Anggaran Pf BPR Pekanbaru

rnelalui Kornisaris yang

organisasi, perencanEran,

kepegawaian, utnurn dan pe

pengesahan;

d. rnenSrusun dan menyarnp

usaha dan kegiatan Pt BPR

e. rrrenJrusun dan rnenyarnpaikan
atas Neraca dan Laporan I-ab

Kornisaris untuk mendapat p

f. rnelaksanakan tr.rgas lain sesuai

perundang-r-rndangan.

ketentuan ketentuan
dan/atau

konflik kepentingan.
a dirnaksr.rd pada ayat (1)

pa diberhentikan sewaktu-
ksi.

dimaksud pada ayat (2) tidak

20 (dua puluh) hari kerja

jabatan baru

yang bersangkutan sebagai

BPR Pekanbaru Madani

al
rnelaksanakan pengurusan

Madani (Perseroda)

yang ditetapkan oleh

cana Kerja Tahunan dan

(Perseroda) kepada RUPS

puti aturan di bidang
keuangan,perkreditan,

an rlntr-rk mendapatkan

laporan perhitungan trasil
baru Madani (Perseroda);

tal.unan yang terdiri
Rrrgi kepada RUPS rnelalui
sahan; dan
eng€rn ketentuan peraturan
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(21 Direksi sebagairnana dirnaksud
rnengadakan kerjasarna dengan
pengembangan PT BPR Pekanbaru

Pasal 83

Direksi rnernpunyai wewenang :

a. merrgurus kekayaan PT BPR Pekanb
b. rnenganglatdan rnemberhentikan

Madani (Perseroda) berdasarkan
Pekanbaru Madani (Perseroda) yang be

c. menetapkan srlslrnan organisasi
Pekanbaru Madani (Perseroda) d

d. mewakili Pf BPR Pekanbaru Mad

luar pengadilan;
e. rnenrrnjuk seseorang kuasa a

perbuatan hukum tertentu
(Perseroda) apabila dipandang perlu

f. rnembuka kantor cabang atau kan
rnelalui Komisaris dan sesuai
perundang-undangan;

g. mernbeli, rnenjual atau dengan

rnelepaskan hak atas aset rnilik
(Perseroda) yang rnerupakan hasil
Madani (Perseroda) berdasarkan
pertimbangan Kornisaris sesuai d
perundang-undangan;

h. rnenetapkan biaya peq'alanan dinas
pegawai PT BPR Pekanbaru Madani

1. menetapkan pengelolaan ke

Madani (Perseroda); dan
J. rnelaksanakan wewen€rng lain

peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Pembagian tugas dan wewenang

dalarn Anggaran Dasar.

pada ayat (1)

pihak lain dalarn

Madani (Perseroda).

Madani (Perseroda);

gawai PT BPR Pekanbaru

Kepegawaian PT BPR

angkutan;
dan tata kerja PT BPR

persetujuan Kornisaris ;

(Perseroda) di dalarn dan di

lebih untuk rnelakukan
PT BPR Pekanbam Madani

r kas atas persetujuan RUPS

ketentuan peraturan

lain rnendap atkan atau

PT BPR Pekanbaru Madani
gelolaan PT BPR Pekanbaru

persetujuan RUPS atas

ketentuan peraturan

Kornisaris dan Direksi serta
eroda);

PT BPR Pekanbaru

esuai dengan ketentuan

Direksi ditetapkan
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(2) Anggota Direksi dalarn melaks
sebagairnana dimaksud dalam

(3) Pertanggung jawaban
dirnaksud pada ayat (21

direktur rltarna rnerangkap angg

(2\ Direktur Utarna sebagaimana
rnernpunyai tugas men

koordinasi dalarn pelaksanaan
pembinaan dan pengendalian atas

Madani (Perseroda).

(3) Dalam melaksanakan tugas se

(2), rnasing-rnasing anggota
yang diatur dengan Peraturan

(4) Apabila sernr.la anggota Direksi
tempat/ berhalangan lebih dari

menunjuk 1 (satu) orang Pejabat

Madani (Perseroda) sebagai

(5) Penunjlrkan Pejabat Struktural
(Perseroda) sebagaimana dirnaks

tugas dan wewenang
aJ 82 ayat (1) dan Pasal 83

bertanggung jawab kepada RUPS elalui Komisaris.

ditandatangani oleh rnasing-rnasing anggota Direksi.

Pasal 85

(1) Direksi terdiri dari Direktur dan anggota. Direksi atau

Direksi 56bagairnana
seca,ra tertulis yang

Direksi.
ud pada ayat (1)

danakan perenc€rnaan

Direksi serta. rnelakukan
nit Keq'a PT BPR Pekanbaru

dimaksud pada ayat

i mernpunyai kewenangan

terpaksa tidak berada di
(enann) hari kerja, Direksi
truktural PT BPR Pekanbaru

tugas Direksi.
BPR Pekanbaru Madani
pada ayat (4) ditetapkan

tahui oleh Kornisaris dan

.a anggota Direksi:

dalarn Keputusan Direksi dan

dibe ritahukan kepada RUPS.

(6) Keputusan Direksi s6bagairnana dirnaksud pada ayat (5)

ditetapkan paling larna 15 (lima be ) hari.

Pasal 86

Jabatan anggota Direksi berakhir apabil

a. rneninggal dunia;
b. rnasa jabatannya berakhir;atam
c. dibe rhentikan sewaktu-waktu.
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(1) Dalam hal jabatan anggota
jabatarrnya berakhir se

huruf b, a'rrggota Direksi waj
pengurusa.n tugas akhir rnasa jab
sebelum berakhir rnasa jabatannya

(21 Anggota Direksi sebagairnana di
rnelaporkan sisa pelaksanaan

dilaporkan paling lama 1 (satr.r)

jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurus
sebagaimana dimaksud pada

rnenyarnpaikal penilaian dal
kepada RUPS.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud
rekornendasi sebagaimana
pertirnbangan RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi.

(5) La.poran pengurus€rn tugas akhir

yang berakhir masa jaba

audit dengan tujuan tertentu a

akuntan publik dan disampaikan

(1) Dalam hal jabatan anggota

diberhentikan sewaktu-waktu seb

Pasal 86 huruf c, pemberhentian
pemberhentian.

(2) Pernberhentian anggota Direksi se

(1) dilakukan apabila berdasarkan
dibuktikan secara sah, anggota

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan
perundang-undangal dan/ atarr

c. terlibat dalarn tindakan kecu

kerugian pada PT BPR Pekanb

dal/ atau Daerall;

Pasal 87

Pasal 88

si berakhir karena masa

dimaksud dalam Pasal 86

rnenyampaikan laporan
paling larna 3(tiga) bulan

ud pada ayat (1) wajib
pengurusan yang belurn

setelah berakhir masa

tugas a-khir masa jabatan
ayat l2), Komisaris wajib

endasi atas kineq'a Direksi

ayal (21 serta penilaian dan

d pada ayat (3) sebagai dasar

rnernperpanjalg atau

jabatan anggota Direksi
dilaksanakan setelah hasil

audit tal.unan dari kantor
RUPS Ta]eunan.

ireksi beraktrir karena
dimaksud dalarn

ud wajib disertai alasan

ata d
ana dimaksud pada ayat

an inforrnasi yalg dapat
yang bersangkutan :I

ketentr.ran peratural
tentuan Anggaran Dasar;

yang rnengakibatkan
Madani (Perseroda), negara

47



d. dinyatakan bersalah dengan
mempunyai kekuatan hukum te

mengundurkan diri;
f. tidak lagi mernenuhi persyara

sesuai dengan

dan/atau
ketentuan per

g. tidak terpilih lagi karena a

Pemerintah

akuisisi darl

(Perseroda).

Daerah dalarn
pembubaran

Pasa,l 89

(1) Direksi pada PT BPR Pekanbaru

oleh RUPS.

(21 RUPS rnengatur teknis
ssle gairna-na dirnaksud pada ayat

rnateri:
a. r.rsulan pengunduran diri dari

b. jangka waktu persetl.juan
tata cara pemberhentian.c.

Pasal 90

(1) Dalarn hal teq'adi kekosongan jab
pelaksanaan tugas pengurusa-n
(Perseroda) dilaksanakan oleh

(2) Kornisaris dapat rnemrnjuk
Pekalbaru Madani (Perseroda)

tugas Direksi sarnpai dengan
paling larna 6(enarn) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jab
dan seluruh anggota Kornisaris, p

Madali (Perseroda)berbentuk P
RUPS.

peJ

lln

tusan pengadilan yang telah

sebagai anggota Direksi
perundan g-r.rndangan ;

perubatran kebijakan
likuidasi,restrukturisasi,

PI BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) diberhentikal

pernberhentian
(1), pafing sedikit rnernuat

yang bersangkutan;
mberhentian; dan

seluruh anggota Direksi,
BPR Pekanbaru Madani

ans.
dari internal PT BPR

rnernbantu pelaksanaan
gangkatan Direksi definitif

seluruh arrggota Direksi
rusa-n PT BPR Pekanbaru

dilaksanakan oleh
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(4) RUPS dapat rnenunjuk pejabat
Madani (Perseroda) untuk
pengurusan PT BPR Pekanbaru
dengan p engangkatan anggota
defrnitif paling larna 6 (enam) bul

(5) Pelaksana tugas pengurusan se

(4) dilarang :

a. rnelakukan penjualarr dan

Madani Madad (Perseroda) ;

b. rnerubalr @rporate plan/ rencana
RUPS rnelalui Kornisaris;

c. rnerubah anggaran tanpa
Kornisaris;

d. rnenarnbah atau rnengurangi
RUPS rnelalui Kornisaris;

e. melakukan investasi atau dives

rnelalui Kornisaris; dan
f. rnernbuka dan memrtup cab

rnelaft.ri Kornisaris.

(1) Anggota Direksi waj ib dengan i
rnenj alankan tugas untuk kepen
Pekanbaru Madani (Perseroda).

(21 Setiap anggota Direksi b
pribadi apabila yang

rnenjalankan tugasnya

sebagaimana dirnaksud pada ayat (

Penghasilan Direksi ditetapkan(1)

(21 Penghasilan Direksi s ebagairnana

atas:

a. gaji;

b. tunjangan;
c. fasilitas;d enf atalu

d. tantiern atau insentif pekeq'aan.

intemal PT BPR Pekanbaru
bantu pelaksanaan tr.gas

adani (Perseroda) sampai
aris dan arrggota Direksi

dimaksud pada ayat

an aset PT BPR Pekanbaru

bisnis tanpa persetujr-an

etujuan RUPS rnelalrri

gawai tanpa persetujuan

i tanpa persetujuan RUPS

tanpa persetujuan RUPS

baik dan tanggung jawab
rrsaha PT BPR

jawab penuh secara

Pasal 9 1

b
ses

Pasal 92

dal

tan bersalah
dengan

atau lalai
ketentuan

).

RUPS.

rnaksud pada ayat (1) terdiri
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Pasal 93

(1) Anggota Direksi diberikan penghas

a. gaji pokok yang besa.rnya:

yang meliputi:

1) Direktur Utarna paling ban 2,5 (dua korna lirna) kali gaji

pokok tertinggi pada daftar s gajipokok pegawai;dan

2) Anggota Direksi rnasing-
(delapan puluh perseratus)

oleh Direktur ljtarna..

ing paling banyak 8Oo/o

gaji pokok yang diterirna

b. tunjangan kinerja sesuai de

Pekalbaru Madani (Perseroda);

kemamprlan PT BPR

c. tunjangan istri/suarni dan anak;
d. tunjangan jabatan yang besarn paling banyak 1 (satu) kali

gaji pokok;
e. tunjangan kesehatan dalarn tuk asuransi kesehatan

dan anak sesuai denganyang layak termasuk istri/s
kernarnpuan PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) ;dan

f. trlnjangan hari raya sesl-.ai ke

Madani (Perseroda).

puan PT BPR Pekanbaru

l2l Fasilitas rurnal. dinas lengkap perabotan standar atau

pengganti sewa rurnah sesuai d

Pekanbam Madani (Perseroda).

(3) Fasilitas kendaraan dinas atau

sesuai dengan kernarnpuan PT BPR

gan kemampuan PT BPR

engganti sewa kendaraan
Madani (Perseroda).

(4) Setiap bulan Direktur Utama dap diberikan dana penunjang

operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji

yang dipertanggungjawabkan s riil.
(5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75%. (tujuh

puluh lima perseratus) dari j gaji pokok Direksi 1 (satu)

tahun lalu yang penggun€rannya diatur oleh Direksi secara

efisien dan efektif untuk pengem angan PT BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda).

(6) Penggunaan dana representatif s bagairnana dirnaksr.rd pada

ayat (5) dipertanggungjawabkan
pakta integritas.

ngan bukti tertulis berrpa

(7) Anggota Direksi setiap akhir mas abatan rnendapat uang jasa

pengabdian.
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Pasal 95

Pernberian besaran penghasilan, j

(1) Jasa pengabdian sebagairnana

yang besarnya 5% (lima perseratu
dipotong pajak setelah diarrdit
jabatannya dengan perbandingan
80% (delapan pr.luh perseratus)

(21 Anggota Direksi yang diberhen
rnasa jabat€rnnya berakhir rnen

sebagairnana dirnaksud pada
rnenjalankan tugasnya selarna

dengan perhitungan lamanya
rnasajabatan kali 5% (lirna

sebelurn dipotong pajak setelah

tugasnya berakhir.

tantiem didasarkan pada prinsip kewaj

kemarnpuan PT BPR Pekanbaru M

(1) Anggota Direksi rnernperoletr hak

a. cuti tahunan diberikan selarna

b. cuti besardiberikan selama 2 (d
masa jabatan;

c. cuti kawin;
d. cuti sakit;
e. cuti untuk rnemrnaikart ibadah

f. cuti karena alasan penting.
(2\ Dalarn haf hak cuti besar se

huruf b tidak diarnbil, kepada
dalarn bentuk uang sebesar 2 (

terakhir.
(3) Anggota Direksi yang rnenjalankan

pada ayat (1) tetap diberikan pe pemrh.
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Pasal 94

Pasal 96

rrd dalarn Pasal 93 ayat 17)

dihitung dari laba sebelum
tahun sebelurn akhir rnasa

anggota Direksi mendapat
Direktur Utama.

dengan trormat sebeltrrn
pat uang jasa pengabdian

(1) dengan syarat telah
sedikit 1 (satu) tahlrn

bertugas dibagi dengan
tus) dihitung dari laba

ar.rdit dari tahun sebelurn

pengabdial dan \rang

, efrsiensi, efektivitas dan

(Perseroda).

rneliputi:
2 (dua belas)hari keq'a;

bulan untuk setiap akhir

;dan

ua)

dimaksud pada ayat (1)

diberikan penggantian
kali penghasilan bulan

cuti sebagaimana dimaksud



(1)

(2\

Segala keputusan Direksi diambil
Direksi melakukan rapat dalam

(6) Dalarn setiap rapat Direksi dibuat
yang dibicarakan dan diputuskan,

pengelolaan PIBPR Pekanbaru
(3) Rapat sebagairnana dirnaksud pad

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujua-n rencana

Pekanbarr Madani (Perseroda)

c. rapat luar biasa.
(4) Rapat tahunan sebagaimana

dapat diselenggarakan :

a. paling sedikit 4 (ernpat) kali

undangan Kornisaris Utarna; a

b. s ewaktu-waktu atas undangan
perrnintaan Direksi.

(5) Dalarn keadaan tertentu, keputu
luar rapat Direksi sepanjang sel

tentang cara dan rnateri yang dipu

pernyataan ketidaksetuj uan anggo

Bagian

Pasal 98

(1) Pegawai PT BPR Pekanbaru (Pers

BPR Pekanbaru Madani (Pers

pemberhentian, kedudukan, hak

berdasarkan perjanjian kerja
peraturan perundang-undangan

(21 Ketentuan rnengenai

kedudukan, hak dan kewajiban
Madani (Perseroda) akan di
Anggaran Dasar PT BPR

dengan ketentuan peraturan Pe

ketenagakerjaan.

Pasa-l 97

Pegawai

rapat Direksi.
pengembangan usaha
ani (Perseroda).

ayat (1) terdiri atas:

kerja anggaran PT BPR

an

r.d pada ayat (3) huruf a

1 (satu) tahun atas

Kornisaris lJtarna atam atas

Direksi dapat diarnbil di

anggota Direksi setuju
kan.
salah rapat yang berisi hal

terrnasuk apabila terdapat
Direksi.

rnerupakan pekerj a PT

a) yang pengangkatan,
kewaj ibannya ditetapkan

esuai dengan ketentr.ran

ngenai ketenagakerjaan.
tan, pemberhentian,

PT BPR Pekanbaru
lebih lanjut di dalarn

Madani (Perseroda) sesuai

ndang-undangan mengenai

dan
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(3) Ketentuan kepegawaian, pe

pangkat, pemberian pen

disiplin, pernindahan serta pernbe

Madani (Perseroda) ditetapkan de

persetujuan RUPS setelah
Kornisaris.

(1) Pegawai PT BPR Pekanbaru

penghasilan yang adil dan

pekerjaan, tanggung jawab dan

(2) Direksi rnenetapkan penghasilan
Madani (Perseroda) sesuai dengan

PT BPR Pekanbaru Madani (Pers

(3) Penghasilan pegawai PT BPR Pe

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

a. gaji;

b. tunjangan;
c. fasilitas; dan / atau
d. jasa produksi atau insentif pekerj

(4) Ketentuan mengenai penghasilan

Madali (Perseroda) akan dituan
Anggaran Dasar PT BPR Pekan

dengan ketentuan peraturarr

ketenagakerjaan.
(5) Pelaksanaan pernberian penghas

Madani (Perseroda) ditetapkal de

persetujuan RUPS setelah men

Kornisaris.

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda

kesehatan, jarninan hari tua dan j
dengan ketentuan peraturan perundan undangan.
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Pasal 99

Pasal 1OO

pengangkatan, kenaikan

, penjatuhan hulnrman
hentian, Pt BPR Pekanbaru
gan Keputusan Direksi atas

rekomendasi dari

(Perseroda) rnernperoleh

sesuai dengan beban
a.

gawai PT BPR Pekanbaru
a kerj a dan anggaran

baru Madani (Perseroda)

terdiri atas:

pegawai PT BPR Pekanbaru

lebih lanjut di dalam
Madani (Perseroda) sesuai

dang-undangan mengenai

pegawai PI BPR Pekanbaru
gan Keputusan Direksi atas

patkan rekomendasi dari

gikut sertakan pegawai PT

pada program jarninan

an sosial lainnya sesuai



(1) Dalam rangka peningkatan ko

Pekanbaru Madani (Perseroda)

peningkatan kapasitas surnber
(2\ PT BPR Pekanbaru Madani (Persero

untuk pengembangan kapasitas s

Pekanbaru Madani (Perseroda) t
Pekanbaru Madani (Perseroda) sebes

biaya.

(1) Pegawai PT BPR Pekanbaru Ma

a. mendukung dan rnernbela serta

berdasarkan Pancasila dan Un
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. mendahulukan kepentingan
(Perseroda) diatas kepentingan

c. rnernatuhi dan rnenaati

segala larangan;
d. memegang teguh rahasia PT B

dan rahasia jabatan;dan

e. rneng€rngkat sumpa}. pegawai

dengan ketentuan peraturan pe

(2) Pegawai Pf BPR Pekanbaru
a. melakukan kegiatan-kegiatan

Pekanbaru Madani (Perseroda)

b. rnenggunakan kedud
keuntungan untuk diri sendiri
langsung yang rnerugikan
(Perseroda);

c. rnelakukan hal-hal yang rnenc

Pekanbaru Madani (Perseroda)

d. rnernberikan keterangan te
rahasia Pt BPR Pekanbaru Mad

lain;dan

e. rnenjadi pengurus dan anggota politik.

54

Pasal 1O1

Pasal 1O2

segal

petensi pegawai,

melaksanakan
rnantlsla.

) rnengalokasikan biaya
ber daya rnanusia Pf BPR

tama bagi pegawai Pf BPR

5 % (lirna persen) dari total

(Perseroda) wajib :

gamalkar ideologi Negara

ang-Undang Dasar Negara

BPR Pekanbaru Madani
nya;
kewajiban dan menjauhi

PT BPR

program

Pekanbaru Madani (Perseroda)

sumpah j abatan sesuai

dang-undangan.
(Perseroda) dilarang:

merugikan PT BPR

/ atam Negara;

untuk
langsung atam tidak

BPR Pekanbaru Madani

narna baik PT BPR

/ atau Negara;

atau lisan rnengenai
(Perseroda) kepada pihak

mernberikan



PERENCANAAN, OPERASIO

Bagian

Peren

(1) Direksi wajib menyiapkan re
Madani (Perseroda) yang hendak
(lima) tahun.

(21 Rencana bisnis PT BPR

s eb agairnana dimaksud pada ayat

a. evalrrasi hasil rencana bisnis se

b. kondisi PTBPR Pekanbaru Mad

c. asurnsi yang dipakai dalarn pe

d. visi, rnisi, sasaran strategi, keb

e. nilai dan harapan pernangku

f. proyeksi keuangan; dan
g. rencana penggunazrn dala

lingkungan/ corporate social re

(3) Rencana bisnis PT BPR

sebagairnana dirnaksud pada ayat (

bersarna Komisaris disam
rnendapatkan pengesal-an.

(4) Rencana bisnis Pt BPR

sebagaimana dimaksud pada
pe{ anjian kontrak kineq'a.

(Perseroda) yang rnerupakan penj

bisnis Pf BPR Pekanbaru Mad

dirnaksud dalarn Pasal 95.

Pasai 104

(1) Direksi PT BPR Pekanbaru Madani

renca.na ke4'a dan anggaran tahu

BAB xII

Pasal 1O3

DAN PELAPORAN

bisnis PT BPR Pekanbaru
ai dalarn jangka waktu 5

baru Madani (Perseroda)

(1) paling sedikit memuat:
elurnnya;

(Perseroda) saat ini;
rlnan renca-na bisnis;

akan dan program kerja;
ntingan (stakeholderl

jawab sosial dan
ibitia.

baru Madani (Perseroda)

) yang telah ditandatangani
kepada RUPS untuk

aru Madani (Perseroda)

(3) rnerupakan dasar

(Perseroda) wajib men5rusln
PI BPR Pekanbaru Madani

tal.l;nan dari rencana
(Perseroda) sebagaimana
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(2\

(21 Rencana kerja dan anggaran
Madani (Perseroda) sebagairnana

sedikit memuat:
a. rencana riil prograrn keq'a dan

(3)

b. hal-hal lain yang rnernerlukan
Rencana kerja dan anggaran
Madani (Perseroda) yang telah
Kornisaris disarnpaikan kepada
pengesahan.

Pasal 1O5

(1) Dalarn hal sarnpai dengan perrmrl
rnernberikan pengesahan, rencana
PT BPR Pekanbam Madani (Perserod

Perubahan rencana kerl'a dan

Pekaabaru Madani (Perseroda)

(3)

bersangkutan harus rnendapat p
Rencana kerl'a dan anggar€rn

Madani (Perseroda) yang telah
dis arnp aikan kepada Pirnpinan

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan

sebagairnana dimaksud pada
Direksi.

Paragraf 1

Standar Operasional

Pasal 106

(1) Operasional PT BPR Pekanbaru

berdasarkan standar operasional
(21 Standar operasional prosedur

disetujrri oleh Kornisaris.

(3) Standar operasional prosedur
perbaikan secara berkesinarnbun

PT BPR Pekanbaru
ud pada ayat (1) paling

ggaran tal.unan; dan
tusan RUPS.

unan PT BPR Pekanbaru
ditanda tangani bersama

r.ntuk rnendapatkan

tahun buku, RUPS tidak
ker;'a tahunan dan angg€rrzrn

dinyatakan berlaku.
ggaran tahunan PT BPR

tal.un buku yang
sal.an RUPS.

LINAN PT BPR Pekanbaru
at pengesahan RUPS

tahunan RUPS atau

(3) rnenjadi kewenangan

sedur

(Perseroda) dilaksanakan
sedur.
rlsun oleh Direksi dan

rnernemrtri l.lnsu.r
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Bagian Kedua

Operasional



(4) Standar operasional prosedur s

ayat (3) paling sedikit memuat asp
a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. risiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;
h. pemasaran;dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur se

(4) harus sudah dipenuhi paling
pendirian PI BPR Pekanbaru Mad

(6) Standar operasional prosedrrr se

(4) disampaikan kepada Sekretaris

Tata Kelola

(1) Pengurusan PT BPR Pekanbaru

(21

sesuai dengan Tata Kelo1a Perusah
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

ayat (1) terdiriatas prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungiawaban;

d. kemandirian;dal
e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Peru

dirnaksud pada ayat (2) bertujuan
a. mencapai tujuan PT BPR Pekanb Madani (Perseroda);
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Paragraf 2

Pasal 107

agaimana dimaksud pada

dirnaksud pada ayat

bat 1 (satu) tahun sejak
(Perseroda) .

mana dirnaksud pada ayat

aerah.

yang Baik

ani (Perseroda) dilaksanakan
yang Baik.

bagaimana dimaksud pada

yang Baik sebagaimana
tuk:



b. mengoptimalkan nilai PT BPR

agar perusahaan rnerniliki daya

nasional maupun internasional;
c. rnendorong pengelolaan PT BPR

secara profesional, efisien dan

frrngsi;

d. meningkatkan kemandirian or
e. mendorong agar organ PT BPR

dalarn membr.at keputusan
dilandasi nilai rnoral yang
peraturan perundang-
tanggungjawab sosial PT

(Perseroda) terhadap pern

kelestarian lingkungan diseki

(Perseroda);

f. meningkatkan kontribusi
(Perseroda) dalann perekonorni

g. rneningkatkan iklirn
perkernbargan investasi

(4) Tata Kelola Perrsahaan yang
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

(5) Penerapan Tata Kelola Perus
larnbat 2 (dua) tahun setelah
(Perseroda) didirikan.

dan

Pekanbaru Madani (Perseroda)

saing yang kuat, baik secara

Pekanbaru Madani (Perseroda)

fektif serta rnernberdayalan

PTBPR Madani Pekanbaru ;

Pekanbaru Madani (Perseroda)

dan rnenjalankan tindakan
kepatuhan terhadap
serta kesadaran

PR Pekanbaru Madani
kepentingan rnalrpun

PT BPR Pekanbaru Madani

BPR Pekanbaru Madani

nasiona-l;dan
yang kondusif bagr

sebagairnana dimaksud
oleh Direksi.
yang Baik dilakr.kan paling

BPR Pekanba:r Madani

flagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 1O8

(1) Laporan Kornisaris terdiri atas lapdran semesteran dan laporan
tahunan.

(21 Laporan semester dan lapora]r tahunan sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1) terd.iri ataf laporan pengawas€rn yang

disampaikan kepada RUPS.

(3) La.poran semester sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

disarnpaikan paling larna 3O (tiglpuluh) hari kerja setelah

akhir semester. 
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(4) Laporan tahunan sefoagaimana

disampaikan palinglama 90 (semb

tahun buku Pt BPR Pekanbaru M
(5) Laporan tahunan

(4)disahkan oleh RUPS.

(6) Dalarn hal terdapat Kornisaris ti
tal.unan sebagairnana
disebutkan alasannya secara te

(1) Laporan Direksi terdiri dari 1ap

dan laporan tahunan.

12) Laporan bulanan dan lapo

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

dan laporan keuangan yang dis
(3) Laporan tahunan sebagairnarra

atas laporan ker.rangan yang
manajemen yang ditandatan
Kornisaris.

(4) Laporan semester dan

(s)

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Laporal tahunan sebagairnana
disahkan oleh RUPS paling larna
hari kerja setelah diterirna.

(6) Direksi rnernpublikasikan laporan
palinglarna 15 (lirna belas) hari

disahkan oleh RUPS.

l7l Dalarn hal terdapa ta-nggota D

laporan tahunan sebagairnana

disebutkan alasannya secara

(1) Direksi rnernbuat laporan tah
sebagairnana dirnaksud dalarn
disarnpaikan kepada Walikota
Gr.rbermr, Menteri Dalarn Negeri

SC

d
s

dimaksud pada ayat (2)

puluh) hari kerja setelah
ani (Perseroda) ditutup.

dirnaksud pada ayat

rnenandatangani laporan
pada ayat (4) harus

bulanan, laporan semester

sernester sebagairnana
poran kegiatan operasional

kepada Kornisaris.
ud pada ayat (1) terdiri

lah diarrdit dan laporan
bersarna Direksi dan

Pasal 1O9

Pasal 110

I

tahunan ss$agairnana
arnpaikan kepada RUPS.

ud pada ayat (3)

waktu 3O (tiga puluh)

nan kepada masyarakat
a setelah laporan tahunan

tidak menandatangani
ud pada ayat (3) harus

yang telah disahkan
Pasal 10r ayat (5)

engan ternbusan kepada
Pirnpinan OJK seternpat.r,

s



(21 Direksi wajib mengurnumkan lap
neraca dan laporan laba rugi

pengurnlrrnan PT BPR Pekanbaru

Pasal 111

(1) Laporan tahunan sebagaimala
(1) paling sedikit rnemuat:
a. laporan keuangan;
b. laporan rnengenai kegiatan

(Perseroda);

c. laporan pelaksanaan tan
ling!<wngan / corporate sociol res

d. rincian rnasalah yang tirnbr.rl

mempengaruhik egiatan usaha
(Perseroda);

e. laporan rnengenai tugas
dilaks anakan oleh Kornisaris s

larnpanr;

f. nama anggota Direksi dan an

(2t

g. penghasilan anggota Direksi
tahun yang baru larnpau.

Laporan keuangan sebagairnana
a paling sedikit rrrernuat:

a. neraca akhir tahun yang baru
sebelurnnya.

b. laporan laba rugi dari tahun buku

c. laporan arus kas;

d. laporan perubahan ekuitas;
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan sebagaima-na dimaksud
dengan huruf gmerupakan laporan

an publikasi yang terdiri dari

telah disahkan pada papan
adani (Perseroda).

d dalarn Pasal 1OO ayat

BPR Pekanbaru Madani

g jawab sosia,l dan
ibilitg;

selarna tal.un buku yang
PT BPR Pekanbaru Madani

perrgawasan yang telah
tal.un buku yang baru

Kornisaris; dan
a-rrggota Kornisaris untuk

ud pada ayat (1) huruf

perbaridingan dengan buku

bersanglnrtan;

am ayat (1) huruf b sampai
aJerlren.
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Pasal 112

Laporan tahunan bagr PT BPR

dilaksanakan sesuai dengal
perrndang-undangan rnengenai pers

TAHUN BUKU DAN PEN

Bagian Kesa

Tahun B

Tahun buku PT BPR Pekanbaru Madani (

tahun takwirn.

Bagian Ked

Penggunaan

(1) Penggunaan laba PT BPR

dilaksanakan sesuai dengal kete
undangan yang rnengatur menge

(2t

diatur dalarn anggaran dasar
(Perseroda).

Dividen PT BPR Pekanbaru Madani
Daerah rnerupakan penerimaan

RUPS.

Laba bersih PT BPR Pekanbaru(3)

dikurangi pajak yarlg telah dis

a. bagian laba untuk d.aerakt /
saharn 55% (lirna puluh lima pers

b. cadangan 2OVo (dua puluh perser

c. tanggungiawab sosial dan

responsi.bilitg 3% (nga perseratus) ;

d. tantiem 4%o (ernpat perseratus);

e. jasa produksi 87o (delapan perse

f. dana kesejahteraan 1O7o (sepr.l perseratus).

6l

BAB XIII

Pasal 113

Pasal 114

barr Madani (Perseroda)

peraturanketentuan
an terbatas.

UNAAN I.ABA

eroda) disamakan dengal

baru Madani (Perseroda)

tuan peraturan perundang-
Perseroan Terbatas dan

BPR Pekanbaru Madani

rseroda) yang menjadi hak

rah setelah disahkan oleh

Madani (Perseroda) setelah
oleh RUPS meliputi:

en untuk pernegang

ratLrs);

tus);
lingkungan/corporate social

tus);dan



(4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pernegang saham

sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (3) huruf a yang menjadi

bagran laba r-rntuk daerah atau deviden yang rnenj adi hak daerah
dianggarkan dalarn penerimaan APBD.

(5) Pernbebanan tanggung j awab sosial dan lingkungan/ corporate

social responsibilitg yal:g merupakan suatu bentuk kewaj iban bagi

Badan Usaha Milik Da.erah berbentuk Perseroda, tantiern, jasa

produksi dan dana kesejahteraan sebagairnana dirnaksud pada

ayat (3) huruf c, hr.rruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesr.ai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penggunaan iaba untuk tanggung jawab sosial dan

lingkungan/ corporate social responsibilitg sebagairnana

dirnalsud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan
pernbinaan usal.a rnikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 115

(1) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseloda) dapat melakukan kerja
sama dengan pihak lain, yaitu lembaga keuangan, lernbaga

kerlangan rnikro dan lembaga lainnya.
(21 Keq'asarna sebagairnana dirnaksu{ pada ayat (f) trarus saling

rnenguntungkarr dan melindungi kepentingan Pernerintah

Daerah, masyarakat luas darr pihak yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan kerja sama PT BPR fekanbaru (Perseroda) dengan

pihak lain merrpakan kewenangan Direksi sesuai dengan

rnekanisrne internal perusahaan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksup pada ayat (1) antara lain

dilakukan melalui prograrn
a. kernitraan;
b. kerjasarna operasi/.Tbintaperation);fan

c. ked asama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
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(5) Dalamhal keq'asama berupa pendayagunaarr aset tetap yang

dirniliki Pt BPR Pekanbaru Madani (Perseroda), kerja sama

dimaksud dilakukan melalui kerj asama operasi.
(6) Dalam hal kerja sarna sebagaimaf,ra dirnaksr.rd pada ayat (5)

berupa tanal. dan / atau bangr.rnan yang berasal dari penyertaan

modal Daerah pada PI BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dan

dikerjasamakan dalam jangka wA.ktu lebih dari 10 (sepuluh)

tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

(71 Kerjasarna dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas

berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan Pf BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) 3 (tiga)

tahun terakhir dalam keadaan sbhat;

c. tidak boleh melakukan penyertaal modal berupa tanah dari

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang berasal dari

penyertaan rnodal Daerah;dan

d. merniliki bidang usaha yang rnenunjang bisnis utama.
(8) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) memprioritaskal kerjasama

dengan Badan Usal.a Milik Daerah rnilik Pemerintah Daerah lain

dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(9) PT. BPR Pekanbaru Madani (Pfrseroda) dapat melakukal
kerjasarna dengan Organisasi Peralgkat Daerah(OPD) kota

Pekanbaru dalarn pemungutan pajak daerah dal retribusi
daerah.

BAB XV

ANAK PERUSA}IAAN PT BPR PEKANBARU (PERSERODA)

Pasal 116

(1) PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) dapat membentuk anak

perusahaan

(2) Dalam membentuk anak perusah""f, PT. BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) dapat bermitra dengan :

a. Badan usaha milik Negara atau BUMD lain; dan/atau

b. Badan usaha swasta yang barbadar; hukum Indonesia

63



(3) Pembentukan anak perusahaan se

harus memenuhi persyaratan :

a. Disetujui oleh RUPS

b. Minimal kepemilikan saham 70% (t

pemegang saham pengendali

c. Laporan keuangan PT BPR Pekalba

dimaksud pada ayat (1)

rrjuh puluh persen) dan sebagai

ru Madani 3 (tiga) tahun terakhir

bisnis utama;dan

modal berupa tanah dari BUMD

PI BPR Pekanbaru Madani

ketentuan peraturan

AU PENGAMBIL ALIFIAN

a dari PT BPR Pekanbaru Madani

at dalarn melakukan usaha.

dalam keadaan sehat

d. Memiliki bidang usaha yang menunj

e. Tidak boleh melakukan penyertaan

yang berasal dari pernyataan modal

(4) Setiap penambahan modal disetor mengakibatkan perubahan

kepemilikan saham PT. BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) di anak

perusahaan dilakukan dengal pers RUPS.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

Pembinaan dan pengawasan terhada
(Perseroda) dilaksanakan sesr.rai d

perundang-undangan.

BAB XVII

PENGGAI}UNGAN, PELEBURAN AT

b. kreditor dan rnitra usaha lainnyr
(Perseroda); dan

c. rnasyarakat dan persaingan seh

Pasal 118

(1) Perbuatan hukum penggabungan peleburan atau pengambil

alihan wajib memperhatikan kePen

a. PT BPR Pekanbaru Madani ( eroda), pemegang saham

rninoritas, pegawai PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda);
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(2) Tata cara penggabungal, peleburar atau pengambil alihan PT

BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratr'rran

perundang-undangan dan diatur da-larn Anggaran Dasar PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda)

BAB XIx
KEPAILITAN

Pasal 120

(1) PT BPR Pekanbam Madani (Perseroda) dapat dapat dinyatakan
pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2 ) DireksiPT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) hanya dapat

mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda) dinyatakan paitit setelah

mernperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD, untuk
selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

(3) Dalarn hal kepailitan te5'adi karena kesalahan atam kela-laian

Direksi dan kekayaan Pt BPR Pekanbaru Madani (Perseroda)

tidak olkup untuk rnenr.rtup kerugian akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara

tanggung renteng atas kerugian dirnaksud.

t4l Tanggung jawab sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) berlaku
juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak

rnenj abat 5 (lirna)tahun sebelum PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda) dinyatakan Pailit.
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BAII XVIII

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 119

Tata cara pembubaran, likuidasi dan beraktrirnya status badan

hukum PT BPR Pekanbaru Madani ({erserodal ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peratura-rr perundang-undangandan diatur
dalarn Anggaran Dasar PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).



(5) Anggota Direksi yang dapat mernbuktikan bahwa kepailitan
bukan karena kesalahan atau ya tidak bertanggung
j awab secara tanggung atas dimaksud.

(1)

(2t

Pasal 121

Dalam hal aset PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang

dinyatakan pailit dip6agsnakan untuk melayani kebutrrtran

dasar rnasyarakat, Pernerintah Daerah rnengarnbil alih aset

tersebut untuk rnelayani kebl.rtutran dasar rnasyarakat tanpa

rnengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
Dalam hal Pernerintah Daerah tidak dapat rnengarnbil alih yang

dipergunakan untuk rnelayani kebutuhan dasar masyarakat

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Pemerintah Daeral. wajib
rnenyediakan kebutuhan dasar rnasyarakat dirnaksud.

BAB XX

PRODUK HUKUM

Pasal 1-22

(1) Dalarn rangka penyelenggaraan

kelola PT BPR Pekanbaru Madani

operasional dan/ atau tata
a), dibenhrk produk

hukurn PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) yang rneliputi:

a. PeraturanPerusahaan;
b. Peraturan Direksi;
c. Pe{ anjian Kerl'a Bersarna;

d. Keputusan RUPS; dan
e. Keputusan Direksi.

(21 Pernbentukan produk hukurn sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAI} XxI

KETENTUAN PERALIHAN

Pa.sal 123

(1) Selama proses perubahan bentuk badan hukurn, Dewan

Pengawas ya-ng berfungsi sebagai Komisaris dan Direksi PT BPR

Pekanbaru Madani menjalankan tugas dan wewenang

rnasing-masing sarnpai dengan ditetapkannya Komisaris dan

Direksi PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda) sebagaimana

dinyatakan dalarn Anggaran Dasar PI BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda).

(21 Masa Jabatan Komisaris dan Direksi Pt BPR Pekanbaru

Madani (Perseroda) untuk pertalna kalinya dirnulai sejak

tanggal penanda tanganan akta pendirian atau Anggaran Dasar

PT BPR Pekanbaru Madani (Perseroda).

(3) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagairnana

dirnaksud pada Pasal 3 ayat (1) rnaka selurutr kekayaan, hak dan

kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibr-at
dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PT BPR

Pekanbaru madani dialihkan kepada PT BPR Pekanbaru Madani

(Perseroda).

(41 Seluruh kekayaan PT BPR Pekanbam Madani (Perseroda)

sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) rnerupakan kekayaan

Daerah yang dipisahkan.

BAB X)(I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, rnaka Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nornor 11 Tahun 2006 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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(21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang menyangkut ketentuan teknis operasional PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda)

perubahan bentuk dan produk t
Madani (Perseroda).

ditetapkan dalarn akta
rukum Ft BPR Pekanbaru

a.
*

Pasal 125

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku p,ada tarrggal diundangkan.

Agar setiap or€rng rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratr.rran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran

Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Jrtli 2O2l

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Jwli 2O2l

ttd.
MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TA UN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI

RIAU; NOMOR URUT PERDA (r.24.C120211.

uai dengan aslinya
IAN HUKUM,

AT
H

SEI{RE
DAE

ELA
26 200009 1 001 68
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH K PEKANBARU

I. PENJEI,ASAN UMUM

Dalarn konteks pernbangunan di
satu instrr.rrnent yang mernpunyai pe

sektor perekonomian salah
ran strategis dalarn rangka

menyerasikan dan menyeimbangkan rnasing-masing r.nsur dari

konsep pernbangunan adalah kedrldr.kan lernbaga perbankan.

Peran strategis tersebut terutarrra disebabkan oleh fungsi utarna

bank sebagai suatu wa}.a-na yang dapat rnengtrirnpun dan

menyalurkan dana masyarakat s a efektif dan efrsien, yang

dengan berasaskan demokrasi ekon rnendukung pelaksanaan

pernbangunan nasiona-l dalarn r rneningkatkan pernerataan

pernbangunan dan hasil-hasilnya, perturnbuhan ekonorni dan

stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup ral<5rat banyak.

Secara berkelanjutan pengernbangan sektor perbankan di
daerah tidak terlepas dari perkernbangan ekonorni global dan

perturnbuhan perekonornian Daerah yang secara sirnultan

rnengharuskan hadirnya Bank ditan Ralqrat rnitik
Pernerintah Kota Pekanbaru untr.k 1 ih ditingkatkan fungsi dan

perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak

operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan

dalarn ralgka rnendukung perrnodalannya, agar sernakin rnantap

sesuai dengan rnaksud darr tujrlannya dalarn rnernbantu dan

rnendorong perfurnbuhan perekonornian dan pernbangunan Daerah

di segala bidang serta sebagai salah satu surnber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalarn
rnasyarakat.
Pernerintah

meningkatkan tarafrangka
Bank

hidr.rp

rnilik
lebih
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sejajar dengan bank-bank yang ada di Kota Pekanbaru sebagai

lernbaga pelayanan publik dan image rnasyarakat terhadap

keberadaannya diharapkan dapat l*ih baik bahkan lebih melekat.

Oleh karena itu, Bank Perkreditan Ralq;at rnilik Pemerintah

Kota Pekanbaru yang ada selarna ini perlu dirubah bentr'rk badan

hukumnya dari Perusahaan Daerah BPR Pekanbaru rnenj adi PT BPR

Pekanbaru Madani (Perseroda). Perubahan bentuk hukum
tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal ll4 Peraturan
Pernerintah 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 94

Tahun 2Ol7 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Ralryat Milik
Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk hukurn dari Perusa1laan Daerah rnenjadi

Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar

perusahaan lebih leluasa untr.k rnengernbangkan usahanya,

sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonornian Daeratr

dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip good

corporate gouemance dapat diterapkan secara efektif, yang

merr,rpakan turrtlltan dunia usaha modern dalarn percaturan

bisnis.

II. PENJELASANPASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cr.rkup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a

aset.

Hunrf c

Yang dimaksud dengan "

dari penjualan saham den

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangal" adalah

penambahan rnodal disetor

Huruf b
berasal dari cadangan.

Yang dimaksud dengan tungan revaluasi aset"

adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai

sa]'am" adalah selisih lebih

nilai nominalnya.
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Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 2O

Cr.rkup jelas

Pssal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cr:kup jelas.

PaseJ 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah

BPR Pekanbaru M

disesuaikan dengan j
Pekanbaru dan tujuan
(Perseroda).

Ayat (2)

Yang dirnaksud dengan "renc

Madani (Perseroda)"adalah
jangka waktu paling sin
disebut bussiness plan.

Kota Pekanbaru kepada PT

(Perseroda) harus
penugasan Pernerintah Kota

Pl BPR Pekalbaru Madani

ana bisnis PT BPR Pekanbaru
rincian kegiatan dengan

3 (tiga) tahun atau yang

12



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat Pernerintal. Pusat

diprioritaskan
pengawasan PT BPR Pekan

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

pejabat Pernerintah Daerah

evaluasi, pernbinaan dan

Madani (Perseroda).
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Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (L)

Pengangkatan anggota

bersarnaan waktunYa
Direksi dimaksudkan un
kekosongal kepengurusan
(Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Huruf a
C\rkup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Dewan Kornisaris tidak

pengangkatan anggota

rnenghindari terjadinya
PT BPR Pekanbaru Madani
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Hr:rl.f c
Yang

konllik
dirnaksr.rd den

kepentingan"

"dapat menimbulkan
adalah kondisi anggota

kepentingan pribadi untuk
endiri dan/atarr oranglain

sehingga dapat
dan kualitas kepr.rtusan

yang dibuat dan/atar.

Kornisaris yang
rnengtrntungkan diri
dalarn penggrrrraan

rnempengan.rhi netrali
dan/atau tindakan
dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pa.sal 5 1

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukupjelas.
Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hunrf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurrf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Culmp jelas.

Humf f
Yang dimaksud keten peraturan perundang-

undangan lainnya, Undang-Undang Nomor 23

tal.an Daerah yangTahun 2014 tentang
rnengatur bahwa

merangkap jabatan

Pekanbaru Madani
anggarannya bersurn

ta DPRD

sebagai pegawai

da) atau badan lain yang

dari APBD.

tertentu" adalah

butuhkan keputusan secara

dilarang
PT BPR

Hunrf g
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 6O

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yangdimaksud dengan

keadaan mendesak yang

cepat dan tidak mungkin akan rapat.
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Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Ayar 12)

adalah kebijakan yang

keahlian, peluang yang

dunia usaha yang sejenis.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

rnaksud dan tr:.juan PT BPR

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Culmp jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukupjelas.

Ketentuan ini menr.rgaskan

BPR Pekanbaru Madani (Perse

ireksi untuk rnengurus PT

da) yang antaralain meliputi
pengurusa-n sehari-hari dari PT BPR Pekanbaru Madani
(Perseroda).

Yang dimaksud dengan "ke akan yang dipandang tepat"

tara lain didasarkan pada

gurLrsani' adalah kegiatan

yang dilakukan oleh i dalarn upaya mencapai

baru Madani (Perseroda).

edia dan kelazimal dalarn
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Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasa1 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dirnaksud dengan

kepentingan" adalah

memiliki kepentingan

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

"dapat rnenirnbulkan konflik
disi anggota Direksi yang

badi untuk menguntungkan

78

diri sendiri dan/atau or]anS lain dalam penggunaan

wewenang, sehingga d{at mempengaruhi netralitas

dan kualitas keRutusaf c dan/atau tindakan yang

dibuat dan/atau dilakufannVa.



Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cr.rkup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasa1 89

Cukup je1as.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup je1as.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cr.kup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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seca.ra cepat dan tidak rnun
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 1OO

Cukup jelas.

Pasal 1O1

Ayat (1)

Cr.rkup jelas.

Ayat (2)

Yang dirnaksud total biaya

Ayat (s)

Yangdirnaksud dengan

keadaan mendesak yang

biaya dari tahun sebelurnny

Pasal 1O2

Cukup jelas.

Pasal 1O3

Cukup jelas.

Pasal 1O4

Cukup jelas.

Pasal 1O5

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 1O7

Cukup jelas.

Pasal 1O8

Cukup jelas.

Pasal 1O9

Cukup jelas.

Pasal 11O

Cukup jelas.

adaan tertentu" adalah
mernbutuhkan keputusan

diadakan rapat.

ang dirnaksud adalah total
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Pasa1 L 11

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hrlruf d
Yang dirnaksrrd
penghasilan/insentif
dan Dewan Komisaris,
dengan kineq'a
diperhitungkan seb

pengalokasian/pernbe
esuai dengan kete

undangan.
Humf e

Yang dimaksr.rd j
enghasilan/ insentif
pegawai dan/atau
Madani
pengalokasian/pernbe
dilaksanakan sesuai
perundang-undangan.

8l

tantiem adalah
rja untuk anggota Direksi

tantiem dikaitkan
telah dianggarkan dan

biaya. Ketentuan
tantiem dilaksanakans
peraturan perundang-

produksi merupakanp

{a yang diberikan kepada
PT BPR Pekanbaru

a) Ketentuan
prodr.rksiJasa

ketentua-rr peraturan



Huruf f
Yang dirnaksud Dana
kesejahteraan PT

(Perseroda) Ketentuan
dana kesejahteraan
ketentuan peratr.rran

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dirnaksud

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 12O

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

penggabungan, peleb

pernisahan tidak dapat
rnerugikan kepentingan
Selanjutnya dalarn p

alihan, atam pernisahan

ke rrrrngkinan terj adinya rno

berbagai bentuk yang

keten

kesejahteraan adalall dana
PR Pekanbaru Madani

pengalokasian / pernbebanan

anakan sesuai dengan

-undangan.

ini menegaskan bahwa
pengarnbilalihan, atau

dilakukan apabila akan
pihak-pihak tertentu.

, peleburan, pengarnbil

harus juga dicegah

opoli atau monopsoni dalarn
rnasyarakat.
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Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
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